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NAMA :Nurfitriani. Azis 
NIM  :10400111040 
JUDUL : Status Saksi Non muslim di Peradilan Agama Studi 
Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata. 
 Skripsi ini membahas tentang Status saksi mengenai status non muslim 
sebagai saksi di Peradilan Agama studi perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum 
Acara Perdata, dengan sub permasalahan: 1) Bagaimana hakekat saksi non 
muslim di Peradilan Agama? 2) Bagaimana kedudukan saksi non muslim menurut 
Ibnu Qayyim ? 3) Bagaimana kedudukan saksi non muslim dalam Hukun Acara 
Perdata. 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan yuridis dan historis. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan 
studi kepustakaan.Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu penelitian 
perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data 
yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari 
perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat 
primer ataupun yang bersifat sekunder. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) hakekat saksi non muslim di 
Peradilan Agama. Ketentuan di Pengadilan Agama sama dengan di Pengadilan 
Umum, namun ada penambahan pokok-pokok tertentu saja. Di dalam Pengadilan 
Agama, dalam Islam adalah diterimanya kesaksian seorang saksi dengan 
memenuhi syarat seperti: balik, Islam, merdeka, dan adil. Sesuai dengan Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama diterangkan 
bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 
sebagaimana dimaksud undang-undang ini. Dalam mempergunakan saksi di muka 
Pengadilan Agama hendaknya mengetahui membedakan sebagai syarat hukum 
atau sebagai alat bukti. (2) Ibnu Qayyim mengemukakan pendapat menerima 
kesaksian non muslim, seperti dalam keadaan darurat dan tetap berpedoman 
dalam al-Qur’an dan As-Sunnah,ketentuan dalam kaidah Fiqhiyah dan kondisi 
yang hidup dalam masyarakat, karena peristiwa yang terjadi diantara orang-orang 
Islam bisa saja dilihat dan disaksikan oleh orang non muslim. Dalam arus 
globalisasi dunia saat ini kehidupan menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi 
pembauran dan juga pemukiman. Namun ada yang menerima atau membolehkan 
tetapi dengan syarat-syarat tertentu yakni dalam masalah wasiat dan perceraian 
kecuali hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama seperti nikah.(3) Saksi 
non muslim di Pengadilan Agama dalam Hukum Acara Perdata dapat diterima 
penyaksiannya menyangkut kejadian untuk memperjelas duduk perkaranya, 
karena prinsip utama dalam masalah pembuktian adalah terungkap suatu 
kebenaran dari suatu peristiwa yang menjadi sengketa.Beracara di Pengadilan 
Agama sama dengan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Umum, namun 
ada penambahan hal-hal pokok saja seperti seorang saksi mutlak beragama Islam 
di Peradilan Agama.Dalam hal ini juga Hukum Acara Perdata tidak ada 
persyaratan mutlak untuk diterima sebagai saksi seperti perbedaan agama. 
Asalkan memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk menjadi saksi. Hukum 
acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di 




Adapun implikasi dalam skripsi ini adalah: untuk mencegah terjadinya 
keputusan main hakim sendiri. Menganalisis secara logis dan sistematika 
kehadiran saksi non muslim di Pengadilan Agama, sehingga para pencari keadilan 





A. Latar Belakang 
Dalam era globalisai dunia saat ini dan dalam masyarakat yang majemuk 
dimana terjadi pembauran dalam kehidupan bermasyarakat, tempat pemumikan 
tidak lagi ditempati oleh penduduk muslim semata. Penduduk Indonesia mayoritas 
beragama Islam, maka dalam pembangunan hukum nasional di Negara Indonesia 
unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Dalam perjalanan sejarah 
dapat kita ketahui bahwa hidup manusia itu dipengaruhi dan terikat oleh keadaan 
lingkungan yang biasanya disebut hidup bermasyarakat, dan sampai saat ini 
manusia untuk mempertahankan hidupnya memerlukan pergaulan satu sama lain. 
Baik pergaulan antar laki-laki dengan perempuan, Islam dengan nonIslam maupun 
pergaulan antar bangsa dan berbagai negara. Sistem hukum di setiap masyarakat 
memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkupnya sendiri. Begitu juga halnya dengan 
sistem hukum dalam Islam. Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal 
dengan sebutan hukum Islam. Sebagaimana hukum yang berkembang dan tumbuh 
sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, hukum Islam merupakan salah satu 
hukum yang banyak dipakai oleh bangsa Indonesia yang mayoritas beragama 
Islam. 
Sejak dahulu, para pegawai, para pejabat pemerintah dan atau para 
pemimpin yang akan bekerja di Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan 





tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat muslim Indonesia, agar ia berhasil 
dalam melaksanakan tugasnya kelak di tengah-tengah masyarakat muslim.
1
 
Apabila ia tidak dibenarkan memberikan kesaksiannya di pengadilan tentu 
orang Islam akan menderita kerugian, seperti terjadinya percekcokan suami isteri 
dalam rumah tangga yang menyaksikan adalah tetangganya yang kebetulan non 
muslim sedangkan saksi yang lain tidak ada. Apabila saksi non muslim tidak 
diterima tentu salah satu di antara mereka akan di rugikan. Maka status keabsahan 
orang non muslim dalam memberikan kesaksian dan kedudukan saksi non muslim 
dalam Peradilan Agama sangat penting untuk diteliti. 
Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum pembuktian. 
Pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan 
peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya. 
Sedangkan menurut Al’Allamah Ibnu Qayyim kesaksian adalah sebagian dari 
bayyinah segala sesuatu apa saja yang mengungkapkan dan menjelaskan 
kebenaran terhadap suatu perkara. Yang mengungkapkan dan menjelaskan 
keterangan sehingga dapat menyakinkan hakim dalam mengambil keputusan 
terhadap suatu peristiwa disebut saksi. 
Dalam sistem peradilan di Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan 
dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara adalah adanya 
jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari 
pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam persaksian. Setelah 
berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia sesuai dengan tuntutan reformasi 
di bidang hukum telah dilakukan perubahan  Undang-Undang No.14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-
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Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada 
Pasal 2 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama diterangkan 
bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 
Dari definisi di atas jelas bahwa lembaga Peradilan Agama dimaksud 
khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja. Sedangkan selebihnya, bagi orang-
orang yang beragama bukan Islam seperti Kristen, Hindu dan lain-lain tidak 
termaksud di dalamnya. Hal itu menunjukkan pula bagi umat Islam yang 
berperkara dapat menyelesaikannya melalui peradilan yang hakim-hakimnya 
beragama Islam serta diselesaikan menurut ajaran Islam, walaupun tidak seluruh 
macam perkara merupakan wewenang Peradilan Agama.
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Dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata tidak 
ada persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik mengenai jenis 
kelamin, sifat dan beberapa jumlah ideal. Perbedaan agama tidak menjadi 
halangan untuk diterimanya seseorang untuk menjadi saksi, karena prinsip utama 
dalam masalah pembuktian adalah terungkapnya suatu kebenaran suatu peristiwa 
yang menjadi sengketa antara para pihak di muka majelis hakim, dengan hal 
tersebut keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Oleh karena itu hukum acara 
yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di 
Pengadilan Umum sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, 
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Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, yang menegaskan: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 
Dalam penjelasannya ditegaskan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan 
hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. 
Para ulama fiqh sepakat bahwa persyaratan dalam menerima kesaksian 
dari seorang saksi yaitu harus beragama Islam, Oleh karena itu seorang non 
muslim tidak diterima kesaksiannya terhadap suatu perkara yang disengketakan. 
Akan tetapi para ulama fiqh sendiri berbeda pendapat tentang perkara wasiat 
dalam perjalanan. Dimana tidak dimungkinkannya orang Islam dapat 
menyaksikan suatu peristiwa, dikarenakan mereka berada dalam lingkungan non 
muslim dan dalam keadaan musafir, pada saat itu yang bersangkutan ingin 
berwasiat dan hanya disaksikan saksi non muslim, maka saksi non muslimlah 
yang dapat memberikan keterangan sehingga menjadi kenterangnya suatu 
peristiwa. Dalam era globalisasi dunia saat ini menyebabkan kehidupan 
masyarakat semakin kompleks. Dalam segala segi terjadi pembauran, seperti 
tempat pemukiman tidak lagi dihuni oleh penduduk muslim semata tetapi sudah 
bercampur dengan penduduk yang bukan non muslim, karena itu kemungkinan 
berperkara antara muslim dan non muslim tetap ada. Akibat dari kontak langsung 
sering terdapat berbagai masalah yang akhirnya diselesaikan oleh Peradilan 
Agama. Banyak peristiwa yang terjadi di antara orang Islam yang kebetulan 
disaksikan oleh orang non muslim. Menurut Imam Malik, Imam Syafi`i dan Imam 
Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara 
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mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Pendapat ini 
didasarkan kepada firman Allah dalam QS.Al-Baqarah:2:282 yang 
mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil 
dan bukan dari orang-orang yang ridho kepada kaum muslimin. Allah swt 
menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang 
yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. 
4
 
 Hukum menjadi saksi adalah fhardu’ain. Oleh karena itu, manakala 
seorang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara maka ia wajib 
memenuhi panggilan itu sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam 
surah al-Baqarah:2:283: 
                               
                                   
           
Terjemahannya:  
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang 
dipegang(oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah 
kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”5 
Membicarakan saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam 
persidangan majelis hakim, dalam hal ini ini ada hal yang perlu mendapat sorotan 
yaitu kesaksian non muslim terhadap kaum muslim. Hal ini penting dibicarakan 
karena dalam praktik Peradilan Agama sering terjadi hal tersebut dalam sengketa 
dalam penyelesaian suatu perkara. 
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Kenyataannya yang ada dalam kehidupan Ketatanegaraan Negara 
Indonesia dan Pancasila sebagai sumber hukum, maka perlu adanya pemikiran 
jauh kedepan mengenai kemungkinan hadirnya saksi non muslim dalam 
persidangan Pengadilan Agama. Dengan ketentuan-ketentuan dan kenyataan 
hidup dalam masyarakat, juga sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim, maka 
kesaksian non muslim baik berupa keterangan saksi maupun autentik dapat 
diterima sebagai alat bukti dalam Persidangan Majelis hakim di Pengadilan 
Agama. Hal ini sepanjang hal-hal yang menyangkut masalah qadhaan  guna 
memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak 
yang berpekara. Oleh karena itu, para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus 
membedakan status saksi antara sebagai alat bukti. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hakekat saksi non muslim di Peradilan Agama ? 
2. Bagaimana kedudukan saksi non muslim menurut Ibnu Qayyim ? 
3. Bagaimana kedudukan saksi non muslim dalam Hukum Acara 
Perdata? 
C. Defenisi Operasional & Ruang Lingkup Pembahasan 
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru bagi pembaca dalam 
memahami judul skripsi ini, maka penyusun merasa perlu untuk memberikan 
penjelasan terhadap beberapa kata yang dianggap penting antara lain: 
1. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah 
laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. 
2. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama 
mengenai suatu  kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka 
(penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong 





atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung 
dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan 
untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. 
3. Kesaksian (ةداهشلا) adalah kepastian yang di berikan kepada hakim 
dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan 
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu 
pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.
6
 
4. Saksi non muslim adalah dipahami sebagai pengabungan dua kata yakni 
non dan muslim. Kata “non” adalah morfen terikat yang ditempatkan pada 
awal kata dan mengandung makna tidak atau bukan. Sedankan kata 
muslim mengandung kata penganut agama Islam. 
5. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah 
Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf  yang diakui dan diyakini 
dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.  
6. Ibnu Qayyim adalah seorang ulama kontemporer, Imam Sunni, 
cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Disamping itu 
juga beliau ahli tafsir, ahli hadits, penghafal al-Qur’an, ahli ilmu nahwu, 
ahli ushul. Ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid. Perjalananya 
menuntut ilmu di usia dini, tepatnya sebelum usia tujuh tahun. Ibnu 
Qayyim sangat menonjol dalam ragam ilmu-ilmu Islam, mazhab dan 
sebagai seorang ahli fatwa. 
7. Hukum Acara Perdata  adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur 
bagaimana cara mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum dengan 
perantara hakim. 
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8. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di 
Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan 
mengadili perkara dengan menetapkan hukum dan atau menemukan 
hukum “in concerto”(hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal 
yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk 
mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan 
menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formil. 
9. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan system 
peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk 
dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah 
forum public yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang 
berlaku di Indonesia. 
Dengan demikian, yang perlu untuk diberikan penjelasan terhadap beberapa 
kata yang dianggap penting dalam memahami judul skripsi ini. 
D. Tinjauan Pustaka 
Mengingat betapa menarikanya diskusi tentang Status Saksi Non Muslim 
tentu tidak sedikit karya ilmiah yang telah membahasnya. Maka dalam menulis 
sebuah skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan melakukan telaah pustaka, dengan 
menelaah buku-buku atau karya ilmiah lain agar tidak terjadi duplikasi dengan 
skripsi penulis. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitanya dengan 
skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun pokok 
pembahasan yang dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini sehingga tidak 
mengambang jauh. 
Adapun buku-buku atau referensi yang bersentuhan dengan pokok 





H. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 
Hukum, Ctk. Kesebelas. Dalam buku ini beliau menjelaskan Penduduk Indonesia 
mayoritas beragama Islam, maka dalam pembangunan hukum nasional di Negara 
Indonesia unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Sejak dahulu, para 
pegawai, para pejabat pemerintah dan atau para pemimpin yang akan bekerja di 
Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman, baik mengenai 
lembaganya maupun mengenai hukumnya yang tumbuh dan berkembang di dalam 
masyarakat muslim Indonesia, agar ia berhasil dalam melaksanakan tugasnya 
kelak di tengah-tengah masyarakat muslim. 
Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama. Beliau 
menjelaskan jelas bahwa lembaga peradilan dimaksud khusus diperuntukkan bagi 
umat Islam saja. Sedangkan selebihnya, bagi orang-orang yang beragama bukan 
Islam seperti Kristen, Hindu dan lain-lain tidak termaksud di dalamnya. Hal itu 
menunjukkan pula bagi umat Islam yang berperkara dapat menyelesaikannya 
melalui peradilan yang hakim-hakimnya beragama Islam serta diselesaikan 
menurut ajaran Islam, walaupun tidak seluruh macam perkara merupakan 
wewenang Peradilan Agama. 
H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan 
Hukum Positif. Dalam bukunya beliau menjelaskan Menurut Imam Malik, Imam 
Syafi`i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat 
diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. 
Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah dalam QS.Al-Baqarah:2:282 yang 
mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil 
dan bukan dari orang-orang yang ridho kepada kaum muslimin. Allah SWT 
menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang 





Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata. Kesaksian adalah 
kepastian yang di berikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang 
disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang 
yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. 
Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama 
mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka 
(penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong 
memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau 
kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga 
sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan 
kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Dalam metode ini peneliti menggunakan metode bentuk pengumpulan 
data melalui kepustakaan (Library research). Secara defenitif, library research  
adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan 
berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan
7
. 
Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau refrensi yang relevan dan 
akurat  serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau 
kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas 
2. Metode Pendekatan 
a. Pedekatan Yuridis yaitu pendekatan yang bertolak pada peraturan dan 
norma serta nilai-nilai budaya dan hukum yang berlaku, artinya permasalahan 
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yang dibahas dalam penelitian ini akan dirujuk kepada peraturan dan norma serta 
nilai-nilai budaya dan hukum yang berlaku. 
b. pendekatan historis yaitu mempelajari masalah dan peristiwa yang 
terjadi pada masa lampau yang berhubungan dengan permasalahan yang telah 
lampau akan dicari letak relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas 
dalam penelitian ini. 
3. Metode Pengumpulan data 
Dalam metode ini peneliti menggunakan metode  bentuk pengumpulan 
data melalui kepustakaan (Library research). Secara defenitif, library research 
adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan 
berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. 
Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan 
akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau 
kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas. Sumber data yang 
dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.
8
 Adapun 
beberapa sumber data yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah 
sebagai berikut: 
a. Sumber data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari data primer yaitu, subyek 
penelitian secara langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari.
9
 
Adapun yang menjadi data primer ini adalah Status Saksi Non Muslim di 
Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata 
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b. Data Sekunder 
Sumber sekunder adalah sumber data penunjang penelitian yang diperoleh 
dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam 
bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan buku-buku literatur.
10
 Dan yang 
menjadi rujukan semisalnya yang secara langsung maupun tidak membahas 
permasalahan yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini. 
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam menganalisis materi dari data yang dituliskan, penulis 
menggunakan beberapa metode yaitu: 
a. Metode Deduktif,  
  Yaitu dengan memperhatikan dan menguraikan permasalahaan mengenai 
Status Saksi Non Muslim di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim 
dan Hukum Acara Perdata, lalu dianalisis untuk mencari kesimpulan yang berlaku 
secara khusus. 
b. Metode Induktif 
Yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menguraikan prinsip-prinsip 
dasar dalam Status Saksi Non Muslim di Peradilan Agama Studi Perbandingan 
Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata, lalu dianalisis untuk mencari kesimpulan 
bersifat umum. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah: 
1. Agar dapat mengetahui bagaimana hakekat saksi non muslim di Peradilan 
Agama. 
2. Agar dapat mengetahui kedudukan saksi non muslim menurut pandangan 
Ibnu Qayyim. 
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3. Agar dapat mengetahui kedudukan saksi non muslim dalam Hukum Acara 
Perdata. 
Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah: 
a. Kegunaan Teoritis 
Hasil peneliti diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
dan menambah wawasan pikiran pembaca, khususnya bagi seluruh mahasiswa 
dan pelajar pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum. 
b. Kegunaan Praktis. 
Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber 
informasi mengenai bagaimana Status non Muslim di Peradilan Agama studi 






Hakekat Saksi Non muslim di Peradilan Agama  
A.  Pengertian Saksi Non muslim  
Setiap saksi  dianggap cakap (competent) dan dapat dipaksa (compellable). 
Berarti menjadi saksi dalam suatu perkara yang berkaitan dengan saksi tersebut 
merupakan kewajiban hukum (legal obligation), dan bagi yang tidak menaati 
(comply) dapat dipaksa dengan jalan membawanya dengan paksa ke persidangan, 
yang dikenal dengan system subpoena.
1
 
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang kesaksian, saksi adalah 
Saksi adalah orang yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa baik melihat, 
mendengar atau mengalaminya sendiri secara langsung. Keterangan saksi terkait 
dengan fakta tentang terjadinynya sesuatu yang dia lihat, dengar atau alami, bukan 
opininya mengenai suatu peristiwa. Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib 
disumpah lebih dahulu. 
Kata saksi dalam bahasa Arab adalah  Asy-syahadah  (  ةداهشلا )  adalah 
bentuk isim masdar  دهشي– دهش  (syahida-yashadu) yaitu menghadiri, menyaksikan 
(dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui . Kata ديهش jama‟nya ialah ءادهش, 
Mashadarnya adalah ةداهشلا yang artinya kabar yang pasti.2 
Sedangkan ungakapan “non muslim” dipahami sebagai pengabungan dua 
kata yakni non dan muslim. Kata “non” adalah morfen terikat yang ditempatkan 
pada awal kata dan mengandung makna tidak atau bukan. Sedankan kata muslim 
mengandung kata penganut agama Islam. Dari ungkapan tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa non muslim adalah orang yang bukan beragama Islam yang 
menjadi saksi di Pengadilan Agama. 
Kesaksian non muslim dalam kaitannya dengan hukum pembuktian 
adanya unsur saksi sebagai alat bukti, adapaun non muslim sebagai pembeda 
pemeluk agama Islam, sehingga dapat dikatakan kesaksian non muslim itu 
merupakan persaksian yang berasal dari orang yang beragama selain Islam. Jika 
persaksian non muslim dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam perkara yang 
melibatkan orang Islam sebagai pihak yang berpakara, maka secara tegas dapat 
dikatakan bahwa persaksian nonmuslim dalam perkara orang Islam dalam perdata 
memiliki nilai yang sama seperti persaksian orang Islam atas orang Islam. 
Persaksian yang diberikan oleh non muslim adalah merupakan suatu 
pembuktian dalam Hukum Acara di Pengadilan Agama yang mana kesaksian 
yang diperoleh hanya dimungkinkan dengan saksi non muslim, karena 
dipertimbangkan ketidakadanya saksi lain yang beragama Islam. 
Menganalisis secara logis dan sistematis tentang kehadiran saksi non 
muslim dipengadilan Agama sebagai dasar Majelis Hakim dalam memutuskan 
perkara, diharapkan hakim dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan 
kepadanya tidak begitu saja menolak perkara tersebut dengan alasan saksi tidak 
ada atau saksi yang ada beragama non muslim. Kehadiran saksi-saksi non muslim 
untuk menyaksikan sutua peristiwa dan kejadian, patut kiranya dikaji lebih 
mendalam, sehingga para pencari keadilan tidak merasa dirugikan dalam 







B. Dasar Hukum Persaksian Non muslim  
Dikalangan Fuqaha, terjadi perselisihan pendapat tentang kesaksian non 
muslim terhadap muslim, ada yang membolehkan dan ada yang menolak. Namun 
yang penting untuk diketahui adalah kesaksian itu bertujuan untuk menyingkap 
tabir yang menutupi tabir kebenaran, ini dapat diperoleh juga dari saksi non 
muslim, maka persaksian non muslim terhadap muslim dapat diterima. 
Seorang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara maka ia wajib 
memenuhi panggilan.
3
 Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS.Al-Baqarah 
(2) ayat 282: 
               
Terjemahnya:  
“..Janganlah saksi itu enggan apabila mereka dipanggil.”4 
Maksud dari ayat tersebut barang siapa yang dipanggil untuk menjadi 
saksi atau dimintai keterangan dalam suatu perkara hendaklah wajib memenuhi 
panggilan agar perkara tersebut jelas masalahnya. 
Kesaksian orang non muslim terhadap muslim menurut Abu Hanifah, 
Malik, dan Syafi‟i menolak secara mutlaq kecuali riwayat yang dinukilkan dari 
Malik yang membolehkan kesaksian dokter karena darurat.  
Menurut ulama‟ Hanabilah membolehkannya mengenai wasiat, apabila 
orang muslim itu berada dalam perjalanan dan tidak ada orang lain yang menjadi 
saksi. Allah SWT, berfirman QS.Ali Imran(3) 75: 
                    
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“Diantara ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) ada orang yang jika kamu 
mepercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu.”5 
Pendapat itu juga dianut oleh Syuraih, Nakha‟iy, dan Auza‟iy. Hanya saja 
ada diantara mereka yang berpendapat bahwa itu khusus mengenai ahli kitab saja. 
Adapula diantara mereka yang berpendapat itu mencakup semua orang yang non-
muslim, bahkan orang majusi dan penyembah berhala sekalipun. Ulama‟ 
Hanabilah juga berdalil dalam  
QS.Al-Maidah(5)106 : 
                                
                                   
Terjemahan: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi 
kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan 
oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama 
dengan kamu jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya 
kematian”.6 
 Bahwa di antara mereka ada yang dapat dipercaya mengenai harta yang 
banyak, dan tidak ragu lagi bahwa dasar kesaksian adalah kepercayaan. 
Bagi mereka yang tidak menerima kesaksian secara mutlaq (Imam Malik, 
Syafi‟i, dan Ahmad) mengambil dalil dengan beberapa jalan: 
1. Allah tidak menyebut Yahudi dalam kitabnya kecuali disifatkan mereka 
dengan sifat yang tidak sesuai dengan yang bukan Islam. Dalam firman-Nya 
Q.S Al-Baqarah(2) ayat 282 : 
                                    
      
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“Dan persaksikanlah dua orang saksi dari laki-laki kamu. Jika tidak ada dua orang 
laki-laki maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang 
yang kamu rela dari para saksi”.7 
2. Allah seringkali mensifatkan orang non-muslim dusta dan fasiq, karena orang 
dusta dan fasiq tidak dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian budak 
dilarang menerimanya, mengingat bahwa kebudakan itu adalah bekas kafir 
yang belum berpisah dengan dia. 
3. Menerima kesaksian non muslim berarti memaksa Hakim untuk menghukum 
dengan kesaksian mereka, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan 
kesaksian orang kafir. 
4. Menerima kesaksian non muslim berarti memuliakan mereka dan mengangkat 
derajat mereka. Sedangkan kerendahan kekufuran itu menghalangi kita 
memuliakan orang non muslim dan mengangkat derajat mereka. 
Dalam masalah ini ialah kesaksian non muslim kesaksiannya dapat 
diterima dengan alasan: 
1. Hukum itu adakalanya berdasarkan kesaksian. Dalam hal ini biasanya 
peristiwa itu tidak dapat dihadiri oleh orang Islam sehingga dapat dijadikan 
saksi. Maka apabila mereka mengemukakan saksi dan saksi-saksi itu memberi 
kesaksiannya dan hakim merasa bahwa saksi-saksi itu benar dan tidak ada 
tanda-tanda kedustaan mereka, hakim wajib memberi hukum berdasarkan 
kesaksian itu, demi untuk menghidupkan kebenaran. 
2. Adapun mengenai sifat dusta dan fasiq yang disebutkan Allah terhadap 
mereka, maka itu ditinjau dari segi aqidah. Bukan dusta dan fasiq yang 
menghalangi persaksian. Berapa banyak diantara mereka yang benar apabila 
berbicara dan dapat dipercayai apabila diberi amanah, menepati janji apabila 
                                                             




berjanji. Sifat-sifat ini semua adalah sifat-sifat yang mulia yang dianjurkan 
oleh semua agama dan semua mencela kebalikannya. Dan telah terdahulu ayat 
yang mensifatkan mereka dapat dipercayai mengenai harta yang banyak. 
3. Adapun alasan bahwa menerima kesaksian mereka mengakibatkan terpaksa 
hakim memberi hukum berdasarkan kesaksian orang kafir, memang hakim itu 
harus memberi hukum menurut yang benar apabila nampak bukti yang benar. 
Para ahli hukum Islam dikalangan ulama Hanabilah membolehkan 
kesaksian dari saksi non muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat 
apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada orang lain yang 




 Adapun hadist Orang yang membolehkan menerima kesaksian mereka 
diantara mereka dengan syarat seagama, mengambil dalil dari hadis yang 
diriwayatkan oleh Daruquthany dan Ibnu „Ady dari hadis Abu Hurairah bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: 
    
9 رمِِه ريَْغ ىَلَع  ُزروَُتَ اَهَّ نَِإف معلص   دَّمَُمُ  َةَّلِم  َّلِإ   ةَّلِم  َىلَع   ةَّلِم  ُةَداَهَش  ُزروَُتََل 
 
Artinya:  
“Tidak boleh kesaksian satu agama atas agama lain, kecuali agama Muhammad 
SAW. Maka itu boleh terhadap agama lain dari mereka”. 
 
 Saksi atau kesaksian di dalam sutua peradilan menerangkan apa yang ia 
lihat atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan sebagaimana yang ia 
ketahui. Peradilan agama dalam hal ini, menggunakan saksi sebagai alat bukti 
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dalam suatu perkara, juga menolak keterangan saksi hanya berdasarkan perkiraan 
dan pendapat saksi semata, karena apa yanag berlaku dalam peradilan umum 
berlaku pula pada Peradilan Agama.
10
 
Salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian adalah saksi. Dalam 
pemeriksaan saksi berlaku asas umum, bahwa hakim tidak boleh menerima suatu 
hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar 
tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemeriksaan 
perkara perdata hakim harus berpegang kepada patokan bahwa sesuatu hal 
meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu 
belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi itu 
terhadap segala hal yang disampaikannya. Dalam pembuktian dengan saksi pada 
umumnya dibolehkan dalam segala hal kecuali jika Undang-undang menentukan 
lain seperti pembuktian persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat 
dibuktikan dengan perjanjian kawin sebagaimana dikemukakan pasal 150 KUH 
Perdata yang menyatakan jika tidak ada gabungan harta bersama, maka 
maksdunya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-
pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat 
dibuktikan dengan cara lain daripada dengan cara mencantumkannya dalam 
perjanjian kawin, atau dengan pertalaan yang ditandatangani oleh notaris dan 
pihak-pihak yang besangkutan, dan dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin, 
yang di dalamnya hal itu harus tercantum. 
C. Kedudukan Saksi Non muslim di Pengadilan Agama 
Setiap lembaga peradilan mempunyai tugas dan kekuasaan yang berbeda. 
Seperti halnya Pengadilan Agama yang mempunyai kekuasaan absolut untuk 
menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-
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H. Zain Badjeber dan Abdul Saleh, Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan Komentar 
(Jakarta: Pustaka Amani, 1990), hal.3 
21 
 
perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan  
hukum dan keadilan 
Sebelum lahir Undang-undang Peradilan Agama, ketentuan mengenai 
praktek beracara dalam lingkungan Pengadilan Agama masih terserak-serak, 
belum ada peraturan yang khusus mengaturnya, sehingga dalam beracara di 
Pengadilan Agama dengan menggunakan alat bukti saksi banyak mengacu hukum 
acara pada lingkungan Peradilan Umum, yaitu alat bukti saksi akan memiliki nilai 
kekuatan pembuktian: tidak adanya pensyaratan bahwa saksi harus beragama 
Islam serta adanya larangan terhadap saksi yang berasal dari keluarga sedarah atau 
semenda atau dari orang-orang yang terdekat dengan pihak yang berperkara, 
mengenai kekuatan alat bukti saksinya adalah memiliki kekuatan pembuktian 
bebas. Beracara di Pengadilan Agama setelah berlaku Undang-Undang Peradilan 
Agama dengan menggunakan alat bukti saksi adalah masih tetap mengacu pada 
hukum acara di lingkungan Peradilan Umum, namun terdapat pengaturan khusus, 
yaitu: saksi harus beragama Islam, karena dalam Undang-undang Peradilan 
Agama menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah khusus menangani perkara 
tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam saja serta adanya ketentuan yang 
mengharuskan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak yang berperkara.  
Dalam mempergunakan saksi di muka sidang Pengadilan Agama 
hendaknya kita harus membedakan apakah saksi sebagai syarat hukum ataukah 
sebagai alat pembuktian. Sebab fungsi keduanya berbeda. 
Dalam mempergunakan saksi di muka sidang Pengadilan Agama 
hendaknya kita harus membedakan apakah saksi sebagai syarat hukum ataukah 
sebagai alat pembuktian. Sebab fungsi keduanya berbeda. 
 Misalnya, 2 orang saksi adalah sebagai syarat hukum untuk sahnya 
perkawinan, namun untuk membuktikan, adanya perkawinan tidak mesti dengan 2 
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orang saksi betul, melainkan dapat dengan cara lain, seperti dengan pengakuan 
kedua suami isteri dengan sumpahnya, dengan adanya akta nikah, dengan 
seseorang saksi ditambah sumpah dari salah seorang suami isteri dimaksudkan 
dan lain-lain. Hal-hal di atas ini diakui sendiri oleh para ahli hukum Islam. 
 Pengadilan Agama dalam hal ini, tentunya bukan bermaksud mau 
mengawinkan orang melainkan hanya untuk membuktikan ada atau tidaknya 
nikah. Jika saksi sebagai syarat hukum, rasanya kita sepakat  bahwa tanpa 
kesaksian 2 orang saksi yang beragama Islam perkawinan tidak sah. 
 Status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum dan 
adakalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat  
hukum sekaligus sebagai syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan 
terakhir ini kita harus menggunakan saksi disitu sebagai syarat hukum, sebab 
syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup (implisit) di dalam syarat hukum, 
dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat hukum, otomatis memenuhi 
syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya. 
 Pemeriksaan saksi non muslim dalam pemeriksaan di pengadilan Agama 
dapat diterima, karena kondisi saat ini masyarakat sudah membaur dalam segala 
bidang, sehingga tidak mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi justru yang 
terjadi justru disaksikan oleh orang-orang non muslim. Keterangan mereka dapat 
diterima asalkan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal ini 
menyangkut qadha (putusan) guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang 
dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, bukan masalah yang 
berhubungan dengan keagamaan yang berhubungan dengan ketentuan syari‟at 
Islam 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam Bab IX pasal 24 
ayat (2) bahwa peradilan agama merupakan salah satu pemegang kekuasaan 
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kehakiman. Peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di 
Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang 
telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan UU No.4 
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 dalam pasal 
2 disebutkan: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.  
Peradilan Agama memiliki landasan yang sangat kuat secara filosofis, ia 
dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakkan hukum dan 
keadilan dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan 
keyakinan kepada Tuhan guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara 
yuridis, merupakan bagian supra-struktur politik dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Secara historis, merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang 
berkembang sejak Rasulullah saw, dan secara sosiologis, lahir atas dukungan dan 
usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intesitas kebudayaan Islam dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.
11
 
Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus   
mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan Syariat Islam 
sekaligus. Oleh karena itu rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan 
sebagai berikut:  
“Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan Negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang 
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bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana acara 
Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan 
hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan Agama.”  
Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” 
dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari kata “qadha”, 
yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. 
Saksi non muslim dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang 
penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya 
perkara. Hal-hal yang disaksikan itu adalah hal yang bersifat qadhaan, bukan hal 
yang bersifat diyanatan atau hal yang telah diatur oleh aturan agama Islam seperti 
peristiwa pernikahan harus disaksikan oleh orang yang beragama Islam. Jika saksi 
non muslim kehadirannya di dalam sidang Peradilan Agama untuk menjadi saksi 
dalam suatu peristiwa atau kejadian, maka saksi non muslim harus memenuhi 
syarat formal dan materiil. 
Pentingnya kesaksian dikarenakan saksi merupakan sebagai syarat hukum 
sekaligus syarat pembuktian. Berbicara saksi non muslim sebagai salah satu alat 
bukti di dalam majelis hakim, mendapat sorotan yaitu kesaksian non muslim 
terhadap kaum muslim mengingat konsep kewarganeraan berdasarakan 
kebangsaan, ras dan etnik, sehingga menciptakan rasa toleransi antar warga 
maupun antar agama. 
Penggunaan saksi di Peradilan dapat terjadi dalam kedudukan saksi 
sebagai syarat hukum (dalam fungsi mengatur) yakni bila kedudukan saksi 
merupakan syarat untuk sahnya suatu akad, contohnya kehadiran saksi dalam 
ikrar talak, atau dalam kedudukan sebagai pembuktian (dalam fungsi 
menyelesaikan kasus) yakni bila kedudukan saksi hanya untuk proses pembuktian 
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perkara, contohnya saksi dalam proses pembuktian perceraian. Di mata hukum, 
tidak ada perbedaan antara non muslim dengan muslim. 
Hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama penerapannya juga 
sama dengan di Pengadilan Umm. Dalam hal ini, kesaksian yang diberikan oleh 
pihak non muslim dalam persidangan di Pengadilan Agama untuk Islam tidak 
satupun dari penjelasan undang-undang yang menyebutkan secara jelas tentang 
tidak di perbolehkannya menjadi saksi terhadap kasus yang terjadi pada orang 
Islam kecuali hal-hal tertentu seperti zina yang memerlukan empat orang saksi 
yang beragama Islam. 
 Dalam QS.At-Thalaq:65:2 di mana Allah swt, memerintahkan agar dalam 
menyelesaikan segala masalah agar dapat dipersaksikan dengan dua orang saksi 
yang adil dari golonganmu (orang Islam) 
QS. At-Thalaq(65) 2: 
                       
                               
           
 
Terjemahannya: 
“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan 
baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang 
saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena 
Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada 
Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
Mengadakan baginya jalan keluar.”.12 
Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi‟I menolak kesaksian orang-
orang non muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti 
kesaksian dokter non muslim terhadap suatu peristiwa dan kejadian.  
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 Para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan status saksi 
sebagai syarat hukum agama Islam dengan status saksi sebagai alat bukti. Untuk 
dapat mengetahui kedudukan saksi tersebut, tidaklah mungkin dilakukan oleh 
parktisi hukum kalau tidak mengetahui sepenuhnya hukum materiil Islam, 
sedangkan saksi sebagai alat bukti merupakan pembenaran suatu peristiwa yang 
berkaitan dengan hukum formal. 
 Elastis hukum Islam dengan problematikanya saat ini merupakan 
tantangan bagi praktisi hukum untuk lebih mendalami falsafah hukum Islam, 
sehingga hukum Islam dapat diterapkan dalam suasana yang lebih baik pada suatu 
waktu dan tempat sehingga masyarakat dapat menerimanya. 
 Sebagaimana telah dikemukakan, dalam arus globalisasi dunia saat ini 
kehidupan masyarakat menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi pembauran, 
terutama dalam bidang ekonomi, komunikasi dan informasi, ketenagakerjaan, dan 
juga pemukiman. Dalam keadaan seperti ini bukan suatu hal yang mustahil akan 
terjadi kontak langsung di anatara mereka dalam berbagai hal untuk mencapai 
taraf hidup yang lebih baik. Akibat dari kontak langsung ini sering terjadi 
berbagai masalah yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama . 
Dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama sering dijumpai bahwa 
kasus-kasus tersebut memerlukan bantuan pihak lain, seperti pembuktian yang 
akan disampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam, atau bukti-bukti lain 
yang berkaitan langsung dengan orang non muslim. Apabila para hakim tetap 
berpegang kepada kitab-kitab fiqh tradisional, sudah barang tentu kasus-kasus 
tersebut akan mengalami hambatan dalam penyelesaiannya dan mengakibatkan 
mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya. 
Sehubungan dengan hal yang dikemukan diatas, bahwa ayat-ayat al-
Qur‟an yang berhubungan dengan saksi lebih dititikberatkan kepada utamanya 
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sifat kepercayaan dan kebenaran dari suatu peristiwa. Banyaknya para ahli hukum 
Islam yang menolak kehadiran nonmuslim  di depan sidang. Pengadilan Islam 
sebenarnya hanya tergantung pada ruang dan waktu tertentu saja, bukan 
berdasarkan dalil-dalil yang qath’i. Ketatanegaraan Negara Indonesia dan 
Pancasila sebagai sumber hukum, maka perlu adanya pemikiran jauh ke depan 
tentang kemungkinan hadirnya saksi nonmuslim dalam persidangan Pengadilan 
Agama. Kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa banyak pejabat 
Indonesia ini tidak seluruhnya muslim. 
 Saksi merupakan alat bukti pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan 
dengan hukum formal. Disamping itu peranan praktisi hukum di Pengadilan 
Agama harus berani memikul tanggung jawab dalam rangka menegakkan 
kebenaran dan keadilan secara konkret dengan berperan sebaik-baiknya dalam 
menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku, menciptkan hukum baru, mencari 
asas-asa hukum baru dari suatu hukum yang berlaku saat ini  
Hukum Acara Peradilan Agama untuk melaksanakan tugas pokoknya 
(menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya 
(menegakkan hukum dan keadilan) maka Peradilan Agama dahulunya, 
menggunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai pertauran perundang-
undangan, bahkan juga Acara dalam hukum tidak tertulis (maksudnya hukum 
formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan negara Indonesia). Namun kini, setelah terbitnya UU No. 7 tahun 1989, 
yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya (29 Desember 1989), maka 
Hukum Acara Peradilan Agama menjadi kongkrit. Pada pasal 54 dari Undang-
undang tersebut berbunyi : 
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“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan 
Peradilan Umum” 
Oleh karena itu, para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus 
membedakan status saksi antara status saksi sebagai syarat hukum agama Islam 
dengan status saksi sebagai alat bukti, untuk dapat mengetahui kedudukan saksi 
tersebut, tidaklah mungkin dilakukan oleh praktisi hukum kalau tidak mengetahui 
sepenuhnya hukum materil Islam, sedangkan saksi sebagai alat bukti merupakan 
pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal. 
 
D. Keabsahan Saksi Non muslim sebagai Alat Bukti. 
  Dalam hukum pembuktian, status saksi ada kalanya ia menempati sebagai 
syarat hukum ada kalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati 
sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan 
terakhir ini kita harus menggunakan saksi di situ sebagai syarat hukum, sebab 
syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup di dalam syarat hukum, dengan kata 
lain, segala saksi yang memenuhi syarat huku, otomatis memenuhi syarat 
pembuktian, tetapi tidak sebaliknya. 
 Membicarakan saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam 
persidangan majelis hakim, dalam hal ini ada perlu mendapat sorotan yaitu 
kesaksian non muslim terhadap kaum muslim. Hal ini penting dibicarakan karena 
dalam praktek Peradilan Agama sering terjadi  hal tersebut dalam penyelasaian 
suatu perkara.  
 Imam Malik, Imam Syafi‟I, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa 
kesaksian non muslim tidak dapat diterima scara mutlak, baik agama mereka sama 
maupun agama mereka berbeda. Bagi mereka yang tidak menerima kesaksian 
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secara mutlaq (Imam Malik, Syafi‟I dan Ahmad) mengambil dalil dengan berapa 
jalan: 
 Allah tidak menyebut Yahudi dalam kitabnya kecuali disifatkan mereka 
dengan sifat yang tidak sesuai dengan yang bukan Islam. Dalam firman-Nya 
QS.Al-Baqarah(2) 282: 
                                   
                                    
                                
                                    
                                   
                                    
                                 
                                    
                               
        
Terjemahannya: 
“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah  tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang 
itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak 
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. 
dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). 
jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka 
yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang 
itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 
jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka 
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah 
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 
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adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
13
 
Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 
282 yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukannlah orang yang 
bersifat adil dan bukan orang yang diridho kepada kaum muslimin. Allah SWT., 
menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang 
yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti 
memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian yang dusta dan fasik, 
sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir itu dan 
tidak berhak menjadi saksi sesana mereka, kalau kesaksian mereka diterima 
berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mengangkat derajatnya, 
sedangkan agama Islam melarang demikian itu. 
 Sebagaian pakar hukum Islam menerima kesaksian orang-orang non 
muslim sesama orang non muslim, asalkan mereka menganut agama yang sama, 
dan menolak apabila agama yang mereka anut berbeda, seperti tidak diterimanya 
kesaksian yang dikemukakan oleh Yahudi atas orang Nasrani dan begitu juga 
sebaliknya. Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa kesaksian oramg-orang non 
muslim terhadap orang muslim tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka 
berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan, sedangkan orang-
orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana tersebut  
dalam QS.An-Nisa(4)140: 
                                       
                               
       
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“Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran 
bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan 
(oleh orang-orang kafir), Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga 
mereka memasuki pembicaraan yang lain. karena Sesungguhnya (kalau kamu 
berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah 
akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam 
Jahannam”14 
 Apabila ia tidak dibenarkan dalam memberikan kesaksiannya di 
pengadilan tentu Islam akan menderita kerugian, seperti terjadinya percekcokan 
suami isteri dalam rumah tangga yang menyaksikan adalah tetangganya yang 
kebetulan non muslim tidak diterima tentu salah satu di antara mereka akan 
dirugikan. Maka status keabsahan orang non muslim dalam memberikan 
kesaksian dan kedudukan saksi non muslim dalam Peradilan Agama sangat 
penting dalam memberikan keterangan sebagai alat bukti. Salah satu syarat 
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BAB III 
KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERADILAN AGAMA 
A. Biografi Ibnu Qayyim 
Beliau adalah Abu Abdillah Syamsuddien Muhammad bin Abi Bakr 
bin Ayub bin Sa‟ad bin Huraiz bin Makiy Zainuddien Az-Zar‟I Ad-Dimasyqi 
Al-Hambali, terkenal dengan sebutan Ibnu Qayyim seorang Imam besar. Ia 
tumbuh di sebuah keluarga yang kental dengan keilmuan, keagamaan, ke-
wira‟ian dan keshalihan. Dilahirkan di Damaskus Suriah, pada tanggal 4 
Februari 1292, Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat pada 1349 (751) 23 September 
pada usia 60 tahun di kota tempat kelahirannya Damaskus dan dikuburkan di 
tanah perkuburan wakaf al-Bab as-Sagir, dipinggir kota tersebut.
1
 Ibnu 
Qayyim adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup 
pada abad ke-13. Disamping itu juga beliau ahli tafsir, ahli hadits, penghafal 
al-Qur‟an, ahli ilmu nahwu, ahli ushul. Ahli ilmu kalam, sekaligus seorang 
mujtahid. Perjalannya menuntut ilmu di usia dini, tepatnya sebelum usia tujuh 
tahun. Ibnu Qayyim sangat menonjol dalam ragam ilmu-ilmu Islam, mazhab 
dan sebagai seorang ahli fatwa. 
Dikalangan para ulama dahulu maupun kontemporer, Imam besar ini 
popular dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sebagian ulama 
menyingkatnya dengan hanya menyebut Ibnu Qayyim. Sebutan terakhir lebih 
popular di kalangan ulama kontemporer.  
Penguasaannya terhadap Ilmu Tafsir tiada bandingnya, pemahamannya 
terhadap ushuluddin mencapai puncaknya dan pengetahuannya mengenai 
hadits, makna hadits, pemahaman serta istinbath. Begitu pula, pengetahuan dia 
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rahimahullah tentang ilmu suluk dan ilmu kalam-nya Ahli tasawwuf, isyarat-
isyarat mereka serta detail-detail mereka. Ia memang amat menguasai terhadap 
berbagai bidang ilmu ini. 
Ia adalah seorang alim yang rendah hati, sangat penyayang kepada 
sesama manusia dan mukanya selalu manis di hadapan sesamanya. Ia pernah 
berpesan bahwa dengan kesabaran menghadapi kesulitan dan dengan 
keyakinan terhadap kebenaran,keteladanan dan ketinggian dalam agama akan 
dapat dicapai. Seseorag yang ingin mencapai ketinggian di jalan Allah swt, 
hendaklah mempunyai cita-cita yang tinggi, karena cita-cita yang tinggi itu 
dapat mengantarkan seorang hamba kepada martabat yang tinggi di sisi-Nya.
2
 
Dia belajar ilmu faraidh dari bapaknya kerana dia sangat berbakat 
dalam ilmu itu. Belajar bahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Baththiy dengan 
membaca kitab-kitab: (al-Mulakhkhas li Abil Balqa‟ kemudian kitab al-
Jurjaniyah, kemudian Alfiyah Ibnu Malik, juga sebagian besar Kitab al-
kafiyah was Syafiyah dan sebagian at-Tas-hil). Di samping itu belajar dari 
syaikh Majduddin at-Tunisi satu bagian dari kitab al-Muqarrib li Ibni Ushfur. 
Belajar ilmu Ushul dari Syaikh Shafiyuddin al-Hindi, Ilmu Fiqih dari Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Isma‟il bin Muhammad al-Harraniy. 
Ibnu Qayyim pernah dipenjara, dihina dan diarak berkeliling bersama 
Ibnu Taimiyah sambil didera dengan cambuk di atas seekor onta. Setelah Ibnu 
Taimiyah wafat, Ibnul Qayyim pun dilepaskan dari penjara. Hal itu 
disebabkan karena dia menentang adanya anjuran agar orang pergi berziarah 
ke kuburan para wali. 
Ibnu Qayyim hidup pada zaman yang carut-marut secara politik, 
keamanan, ekonomi, dan juga keagamaan. Yang terjadi adalah ketidakstabilan, 
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di mana keamanan dan keselamatan tiap orang tidak bisa terjamin, maka usaha 
yang dilakukan adalah berjihad secara fisik, dan berijtihad dengan segala 
upaya melepaskan kekangan dari pasukan penjajah. Di lain pihak, keadaan 
keagamaan telah lepas dari rel yang murni, telah bercampur dengan pelbagai 
macam unsur non-Islami.  
Dari ruang lingkup zaman dan komunitasnya, maka semangat kembali 
pada al-Quran dan Hadits yang didengungkan Ibn Taimiyyah diterima Ibnu 
Qayyim. Pemahaman keagamaan model ini merupakan gambaran dari 
perlawanan seorang Ibnul Qayyim terhadap hegemoni kekuasaan, pemahaman 
agama, politik- yang sukar dirubah. Walaupun bermadzhab Hambali, namun 
tidak sedikit pandangan fikih beliau tidak sama dengan hasil ijtihad Ahmad 
bin Hambal. Tidak mengherankan memang, karena Ibnu Qayyim adalah 
seorang ulama ensiklopedis yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu. 
Diketahui beliau adalah ulama ahli tafsir, hadits, fikih, bahasa, sejarah, ilmu 
kalam dan filsafat. Sesuai dengan semangat tajdid, beliau lebih memilih 
berijtihad sendiri dengan ilmu yang beliau miliki jika ada ketidakcocokan 
dalam masalah agama, dan sangat menolak taklid. 
Di antara dakwahnya yang paling menonjol adalah dakwah menuju 
keterbukaan berfikir. Sedangkan manhajnya dalam masalah fiqih ialah 
mengangkat kedudukan nash-nash yang memberi petunjuk atas adanya sesuatu 
peristiwa, namun peristiwa itu sendiri sebelumnya belum pernah terjadi. 
Adapun cara pengambilan istinbath hukum, beliau berpegang kepada al-
Quran, al-Hadits, Ijma‟ Fatwa-fatwa shahabat, Qiyas, Istish-habul Ashli 
(menyandarkan persoalan cabang pada yang asli), al-Mashalih al-Mursalah, 





B. Karya-Kaya Ibnu Qayyim  
Salah satu  unsur  penting  yang  umum  dijadikan  dasar pertimbangan  
dalam  menilai  bobot  keilmuan  seseorang,  terutama  masa-masa  terakhir  
ini  ialah  berapa  banyak  dan  sejauh  mana  kualitas  karya ilmiah yang telah 
dihasilkannya. Dilihat dari perspektif ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah    
tergolong  sebagai  seorang  penulis  yang  produktif, disamping seorang 
pemikir. Berikut ini karya-karya ilmiah Ibnu  Qayyim Al-Jauziyyah, 
diantaranya:  
1. Tuhfat al-Maudud bi Ahkami al-Maulud, 
2. Mifyah Daris Sa’dah, 
3. A’lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabbi al-Alamin, 
4. Ahkamu Ahli Adz-Dzimmah 
5. Amtsal al-Qur’an, 
6. At-Thibbun Nabawi, 
7. Bada-I’ al-Fawa’id, 
8. Ighatsat al-Lahafan min Mashayidi asy-Syaithan 
9. Uddatu ash-Shabirin wa Dzakhiratu as-Syakirin 
Adapun corak Tafsir-tafsir Ibnu Qayyim nampaknya bercorak lughawi 
ijtima’iy. Corak lughawi-nya ditandai dengan pembahasan kata dari sudut 
bahasa, apakah itu makna dasar sebuah kata, derifasinya bahkan makna kata 
tersebut juga dibahas, di samping itu, Ibnu Qayyim seringkali untuk 
menafsirkan suatu ayat ia menyertakan beberapa bait syi’ir, menyisipkan 
beberapa bait syi’ir untuk memperkuat penafsirannya. Sedangkan 
corak ijtima’iy-nya ditandai dengan kecendrungan tafsirnya yang sangat 
responsif-reaktif terhadap perkembangan sosio-historis yang terjadi. Misalnya, 




beberapa paham keagamaan tertentu, seperti paham “Nafy al-Shifat” dari 
kelompok jahmiyah yang dipandangnya sebagai sesat. Sedangkan pada bagian 
tafsirnya yang lain, Ibn al-Qayyim menyatakan kesetujuannya atau 
penerimaannya terhadap pandangan keagamaan ulama-ulama tertentu, 
terutama gurunya, yaitu Ibnu Taimiyyah. Pada bagian tafsir lainnya Ibnu 
Qayyim al Jauziyah memperkenalkan wacana keagamaa baru yang mungkin 
dikembangkannya dalam rangka pembaharuan ummat islam. 
C. Kedudukan Saksi Non Muslim Menurut Ibnu Qayyim 
Menurut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa kesaksian itu merupakan 
sebagian dari bayyinah. Berasal dari bahasa Arab kata “al-bayyinah” yang 
artinya sesuatu yang menjelaskan.
3
 Al-bayyinah didefinisikan oleh Ibnu 
Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan 
saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim 
untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Menurut Al‟Allamah Ibnu 
Qayyim mengemukakan bahwa pengertian bayyinah itu meliputi apa saja yang 
mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran suatu perkara. Ibnu Qayyim 
mengemukakan bahwa sama sekali tidak terdapat dalam al-Qur‟an yang 
menyatakan bahwa al-bayyinah itu berarti dua orang saksi, tetapi pengertian 
al-bayyinah dalam al-Qur‟an adalah al-hujjah (dasar) atau ad-dalil atau juag 
al-Burhan dalam bentuk mufrad dan jama‟.  
 Dengan demikian al bayyinah itu bisa dua orang saksi dan bisa juga 
dalam bentuk lain seperti sangkaan atau petunjuk (dilalatul hal). Lebih lanjut 
beliau mengemukakan bayyinah itu segala sesuatu apa saja yang dapat 
mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran terhadap sesuatu perkara yang 
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dipersengketakan. Pendapat ini tepat dipergunakan, oleh karena itu para ahli 
hukum Islam banyak menggunakan pendapat ini untuk kepentingan Acara 
peradilan Islam. Sehubungan dengan hal ini, maka yang disebut dengan 
bayyinah adalah memberikan keterangan sehingga dapat menyakinkan hakim 
terhadap suatu peristiwa. Sedangkan yang dimaksud dengan yakin adalah 
sesuatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya keyakinan 
yang lain lebih kuat daripada keyakinan yang ada sebelumnya.  
Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim tersebut  diatas, maka seorang 
Penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan ia harus membuktikan 
gugatannya itu dengan bayyinah, diantara bayyinah itu adalah keterangan 
saksi-saksi yang dapat mengungkapkan kebenaran dalil gugat yang 
diajukannya. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi itu harus menyakinkan 
hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka 
sidang dalam suatu persengketaan. Untuk dapat meyakinkan hakim, maka para 
saksi harus mengerti betul tentang peristiwa yang dialami sendiri sehingga 
hakim dapat mengambil kesaksian dari keterangan yang dikemukakan itu. 
 Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap 
kesaksian orang non muslim kepada Islam sebagaimana yang telah 
dilaksanakan oleh para hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali. Lebih 
lanjut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam persaksian yang penting 
adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang mengungkapkan 
kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya 
dari orang-oarng yang bukan Islam dan bukan orang-orang itu dapat dijamin 
kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima. Demikian 
juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter 








 Berkata Ibnu Qayyim tentang boleh diterima kesaksian orang-orang 
yang bukan muslim dalam masalah darurat yang dikehendaki, oleh alasan ini 
dapat diterima kesaksian mereka pada setiap darurat, baik dalam perjalanan 
maupun dalam keadaan mukim. 
 Pendapat Ibnu Qayyim sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan 
perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh globalisasi dunia 
mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi membaur satu sama lain yang 
tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila terjadi permasalah di antara 
mereka bukan suatu hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu 
justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Para praktisi 
hukum di beberapa negara Islam, pendapat Ibnu Qayyim ini banyak 
dipergunakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu para praktisi 
hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat 
pembuktian, kalau syarat hukum berkenaan dengan syarat materiil dan 
berhubungan dengan diyanatan, sedangkan saksi sebagai alat pembuktian 
berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan qudhaan.  
 Dengan tetap berpedoman kepada nila-nilai dalam al-Qur‟an dan As-
Sunnah, serta ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kaidah Fiqhiyah dan 
kenyataan kondisi yang hidup dalam masyarakat, juga sejalan dengan 
pendapat Ibnu Qayyim, maka kesaksian non muslim baik berupa keterangan 
saksi maupun berupa akta autentik dapat diterima sebagai alat bukti dalam 
Persidangan majelis hakim Pengadilan Agama. Ibnu Qayyim menukilkan 
dalam kitabnya ”At-Thuruqu „I-Hukmiyah bahwa Imam Malik membolehkan 
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kesaksian dokter kafir meskipun terhadap orang Islam karena kebutuhan. Hal 
ini sepanjang hal-hal yang menyangkut masalah qadhaan guna memperjelas 
suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang 
berperkara, bukan masalah yang berhubungan dengan dinyanata yang 
berhubungan dengan ketentuan syariat agama seperti masalah nikah, talak, dan 
rujuk. Oleh karena itu, para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus 
membedakan status saksi sebagai alat bukti. 
 Tentang boleh diterima kesaksian orang-orang yang bukan muslim 
dalam masalah ini adalah darurat yang dikehendaki oleh alasan ini, dapat 
diterima kesaksian mereka pada setiap darurat, baik dalam perjalanan maupun 
dalam keadaan mukim. Begitu juga sama dengan pendapat Imam Malik 
mengenai diterimanya kesaksian dokter kafir karena darurat atau kebutuhan. 
D. Saksi Dalam Hukum Acara Peradilan Islam 
Dikatakan pula bahwa kesaksian berasal dari kara I’laam 
(pemberitahuan) firman Allah swt dalam Q.S. Ali Imran(3)18: 
                                      
       
Terjemahannaya: 
“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak 
disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang 
berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia 
(yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.5 
Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan syahidah bagi 
saksi perempuan dan syahid bagi saksi laki-laki. Kebannyakan para ah li 
hukum Islam membedakan syahadah dan syahid dengan bayyinah. Bayyinah 
adalah memberikan keterangan sehingga dapat menyakinkan hakim terhadap 
suatu peristiwa. 
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Untuk mendpatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa yang 
diperiksanya, maka seorang saksi harus mengetahui kejadian peristiwa yang 
disaksikannya itu dengan melihat dan mengalami sendiri, serta tidak dengan 
kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa. Saksi tidak boleh memberikan 
keterangan kesaksian kecuali apa yang ia lihat dan alami sendiri dan tidak 
memberikan kesaksiannya secara ragu-ragu (dhan). Jika ia memberikan Untuk 
mendapatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa yang diperiksanya, 
maka seorang saksi harus mengetahui kejadian peristiwa yang disaksikannya 
itu dengan melihat dan mengalami sendiri, serta tidak dengan kesimpulan yang 
ditarik dari suatu peristiwa. Saksi tidak boleh memberikan keterangan 
kesaksian kecuali apa yang ia lihat dan alami sendiri dan tidak memberikan 
kesaksiannya secara ragu-ragu (dhan). Jika ia memberikan keterangan 
kesaksiannya berkenaan dengan perbuatan maka perbuatan itulah yang harus 
dilihat secara nyata, demiikian juga hal-hal yang berkenaan dengan suara, 
maka suara tersebut haruslah didengar sendiri secara yakin dan benar. 
Kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi atau satu orang saksi tetapi 
ada perlu adanya bukti yamg lain, kecuali dalam hal yang diperkenankan 
mempergunakan kesaksian istifadhah sebagaimana yang telah disepakati oleh 
para aahli hukum Islam. 
Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi di muka pengadilan. 
Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan secara pribadi kepada 
majelis hakim dalam sidang pengadilan hendaknya apa yang disaksikan dan 
dialami sendiri oleh saksi.  
E. Persyaratan Saksi Dalam Peradilan Islam 
Syarat-syarat wajib sempurna pada kesaksian agar kesaksian itu 




menerangkan tentang orang-orang yang diterima kesaksiannya dan orang-
orang yang ditolak.
6
 Menurutnya kesaksian itu tidak diterima kecuali orang 
merdeka, baligh, jujur(adil),dewasa, kuat ingatan, baik agamanya, bersikap 
perwira (berani dan jantan).
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Masing-masing syarat tersebut dapat diuraikan di bawah ini: 
1. Islam 
Saksi dalam hal ini haruslah beragama Islam karena syarat para fuqaha 
(ahli fiqh) menetapkan, bahwa kesaksian ini dapat diteriam bagi kesaksian 
seeorang beragama Islam. Para ulama sepakat bahwa syarat dalam penerimaan 
kesaksian, tidak diperkenankan kesaksian orang kafir atas muslim, kecuali 
mengenai masalah yang mereke perselisikan yang diperbolehkannya dalam hal 
wasiat berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S Al-Maa‟idah(5):106. 
                                 
                              
                                  
                       
 
Terjemahannya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi 
kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan 
oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama 
dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa 
bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk 
bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu 
ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga 
yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan 
tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami 
kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".
8
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Prinsip utama yang telah disepakati oleh seluruh ahli hukum Islam, saksi 
harus beragama Islam. Prinsip ini berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. 
Ath-Thalaq(65):2 
         
Terjemahannya: 
“…dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki yang adil diantara 
kamu,..”9 
Dari dua ayat di atas jelaslah bahwa tidak dapat diterima kesaksian orang 
kafir terhadap Islam, tetapi para ulama berselisih pendapat tentang kesaksian 
orang kafir terhadap orang Islam tentang wasiat dalam musafir, kesaksian 
orang kafir terhadap orang Islam dalam darurat. 
2. Baligh. 
Anak kecil yang belum baliqh, tidak bisa diterima persaksiannya jika dia 
memberikan persaksian dan dia masih kecil, maka persaksiannya itu ditolak. 
Jika ia memberikan persaksian saat masih kecil dan memberikan kesaksian 
lagi untuk kedua kalinya setelah baliqh, maka kesaksiannya ditolak. Namun 
jika dia saat masih kecil tidak memberikan persaksiannya dan setelah dewasa 
atau baliqh barulah dia bersaksi, maka persaksiannya bisa diterima.
10
 Dalam 
Hukum Acara Perdata, usia dibawah (15 tahun) atau belum dewasa belum bisa 
dijadikan saksi. Apabila mereka memberi keterangan dipersidangan maka 
sesuai dengan ketentuan pasal 1912 ayat (1) KUH Perdata yang telah 
dijelaskan sebelumnya yaitu: didengar tanpa sumpah atau diluar sumpah, dan 
keterangan yang disampaikan hanya bernilai sebagai penjelasan bukan sebagai 
alat bukti. 
3.Berakal 
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 Orang gila yang tidak dapat menjadi saksi, apalgi untuk menerima 
kesaksiannya. Walaupun terkadang ternag ingatannya. Persaksian orang gila 
atau kurang akal tidak bisa diterima. 
4.Adil  
Sifat keadilan dari saksi dalam memberikan kesaksian sangatlah 
menentukan dalam penilaian hakim karenanya sifat adil dalam hal ini ialah 
menjauhi perbuatan dosa, baik hati, menjaga kehormatan diri, dan bukan 
musuh atau lawan dari pihak yang berperkara. Adil adalah kebaikan yang 
harus mengalahkan keburukannya dan mereka tidak dikenal sebagai pendusta. 
Adil merupakan sifat yang harus dimiliki atau tampak pada orang yang akan 
menjadi saksi dan tidak nampak bathiniyah. Sifat adil merupakan sifat bagi 
syarat Islam yang harus dimiliki oleh para saksi. Para ahli fiqh berpendapat 
bahwa sifat adil itu berkaitan dengan kesalehan dalam agama. Keadilan 
merupakan satu nilai ajaran Islam yang termulia dengan menegakkan keadilan 
dan kebenaran, akan menebarkan ketentraman, menyebarkan rasa aman, 
memperkuat hubungan antar individu, memperkuat rasa kepercayaan, 
menambahkan kesejahteraan. Selain adil dewasa, Islam, merdeka, dan seorang 
saksi juga harus mempunyai itikad baik dalam memberi kesaksiannya di 
dalam persidangan. Sifat keadilan merupakan tambahan bagi sifat Islam dan 
harus dipenuhi oleh para saksi sebagaimana firman Allah dalam QS. 
A‟raaf(7):29 
            
Terjemahannya: 
“Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". 11 
5. Merdeka 
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Merdeka ialah saksi dalam memberikan kesaksian harus termasuk orang 
yang merdeka yaitu tidak sebagai budak atau  orang yang tidak memiliki 
kebebasan hidup seperti manusia lainnya. 
Ahli zhahir berpendapat bahwa kesaksian seorang budak dibolehkan, 
karena pada dasarnya yang disyaratkan hanyalah keadilan, sedangkan 
perbudakan tidak berpengaruh dalm penolakan kesaksian tersebut. 
Jumhur fuqaha berpendapat disyaratkan kemerdekaan pada penerimaan 
kesaksian, jadi persaksian hamba sahaya tidak bisa diterima saat dia masih 
murni menjadi hamba sahaya, karena saksi diserahi kekuasaan, sedangkan 
hamba sahaya tidak dapat diserahi kekuasaan. 
Selain lima syarat yang disebutkan diatas dapat dijadikan saksi. 
Seorang saksi juga harus mampu atau dapat berbicara, karena jika ia bisu 
maka kesaksiannya tidak dapat diterima sekalipun dia dapat mengungkapkan 
dengan isyarat, karena isyarat dapat mengandung beberapa interprasi, kecuali 
jika dia menulis kesaksiannya itu dengan tulisan. 
Disamping syarat-syarat yang disebutkan diatas seorang saksi juga 
disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya persaksiannya. 
Hal-hal yang dapat menghalangi seseorang diterimanya persaksian adalah 
sebagai berikut: 
a. Hubungan keluarga (kerabat) orang tua terhadap anaknya juga suami 
terhadap isterinya, atau sebaliknya 
b. Permusuhan  
c. Tuhmah, yaitu adanya sesuatu antara saksi dan orang yang disaksikannya 
yang mendorong timbulnya prasangka. Atau dengan melaksanakan 
persaksian, saksi akan memperoleh keuntungan, misalnya persaksian 




Tentang keterangan saksi yang diragukan itikad baiknya karena ada unsur 
kecintaan (senang) kepada orang yang disaksikannya, para ahli hukum Islam 
sepakat untuk menerima keterangan saksi tersebut. Para ahli hukum Islam 
masih berbeda pendapat tentang seorang yang adil dan diragukan itikad 
baiknya karena ada unsur kecintaan dan kebendaan yang disebabkan 
permusuhan duniawi seperti masalah harta. Sebagian ahli hukum Islam 
menolak kesaksian yang demikian itu, tetapi sebagian ahli hukum Islam yang 
lain dalam beberapa perkara tertentu menerima kesaksian tersebut. Hal-hal 
yang telah disepakati adalah menolak kesaksian antara ayah terhadap anaknya 
demikian juga sebaliknya, sedangkan yang diperselisihkan adalah persaksian 
suami kepada isterinya demikian juga sebaliknya. Terhadap hal yang terakhir 
ini Imam Malik menolak kesaksiannya, sedangkan Imam Syafi‟I dan Imam 
Malik menolak kesaksiannya. Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa diterima 
kesaksian suami terhadap isterinya tetapi tidak sebaliknya.   
 Dalam hal membuktikan suatu peristiwa yang terjadi antara oang-
orang yang berpekara, atau lebih dikenal dengan pihak-pihak yang berperkara. 
Maka dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya asas hukum pembuktian, 
yang merupakan pelengkap terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh 
penggugat. Karena pembuktian itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam 
kita undang-undang hukum perdata 1865 BW: 
“Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna 
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu orang lain, 
menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau 
peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”12 
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Banyak peristiwa diantara orang Islam yang kebetulan disaksikan oleh 
orang nonmuslim apabila ia tidak dibenarkan memberikan kesaksian di 
pengadilan tentu orang Islam akan menderita rugi. Seperti terjadinya cek-cok 
antara suami isteri dalam rumah tangga yang menyaksikan adal tetangganya 
yang kebetulan non muslim, sedangkan saksi lain tidak ada. Apabila saksi non 
muslim tidak diterima atau salah satu di antara mereka ada yang dirugikan.
13
 
Hukum menjadi saksi adalah fardhu’ain. oleh karena itu, manakala 
seorang dipanggil menjadi saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi 
panggilan itu. 
F. Landasan Hukum Saksi Dalam Peradilan Agama 
Memberikan kesaksian asal hukumnya fardu kifayah, artinya jika dua 
orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur 
kewajibannya. Jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi 
saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk 
memelihara hak. Hukumnya dapat beralih menjadi fardu ain, jika tidak ada 
lagi orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. 
Terhadap saksi seperti ini, jika menolak untuk menjadi saksi, maka boleh 
dipanggil paksa. 
Landasan hukum saksi sebagai berikut: 
Q.S,An-Nisa(4):135 
                    
Terjemahannya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.”14 
 
                                                             
13
Abdul, Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama 
(Ctk, ke-IV: Jakarta: Kencana, 2006), h.371  
14





Menurut Islam, hukum kesaksian atau syahadah adalah fardhu’ain 
bagi orang yang terkena apabila dipanggil untuk hal-hal yang dikhawatirkan 
kebenarannya akan hilang tanpanya, bahkan hukumnya wajib jika 
dikhawatirkan lenyapnya suatu kebenaran. Pelaksanaan kesaksian dihukumkan 
wajib apabila saksi mampu melakukannya tanpa adanya bahaya mengancam, 
baik bagi dirinya, kehormatannya, hartanya, mapun keluarga.  
Surah An-Nisah (4) 135: 
                                
                                      
                   
Terjemahannya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika iaKaya ataupun miskin, Maka Allah 
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah 
Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”15 
Jadi setiap saksi yang memberikan kesaksiannya didepan hakim 
hendaknya memperoleh jaminan keamanan baik jiwa, harta, dan 
kehormatannya. Karena setiap kesaksian itu dipandang wajib bagi setiap orang 
yang memiliki pengalaman dan pengerahuan atas perkara yang mana ia alam 
dan diketahui dengan pasti akan kebenaran tersebut. Sesuai dengan undang-
undang  mengenai keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti dalam 
pasal 164 HIR dan pasal 28 RBg harus terbatas pada peristiwa-perisitwa yang 
dialami, dilihat, atau didengar sendiri, dan harus pula disertai dengan alasan-
alasan bagaimana diketahuinya peristiwa tersebut. 
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Kedudukan Saksi Non muslim Menjadi Dalam Hukum Acara Perdata  
A. Saksi dalam Hukum Acara Perdata 
  Di dalam lapangan hukum perdata terdapat asas-asas hukum Islam yang 
menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang. 
Adapun asas-asas tersebut di antaranya adalah asas kebolehan atau mubah. Asas 
ini menunjukan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari 
hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Qur’an 
dan As-Sunah. Dengan kata lain, bahwa pada dasarnya segala bentuk hubungan 
perdata adalah boleh dilakukan, kecuali kalau telah di tentukan lain Dallam Al-
Qur’an dan As-Sunnah 
 Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum pembuktian. 
Pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dari suatu 
peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya. 
Salah satu bukti dalam hukum adalah pembuktian 
 Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah 
orang yang melihat atau mengetahui sendiri persitiwa atau kejadian.
1
 Pengertian 
saksi yang mempertanggung jawabkan, karena dia menyaksikan sesuatu peristiwa 
yang orang lain tidak menyaksikannya. Sedangkan kesaksian adalah istilah 
mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan 
ucapan kesaksian untuk menetapkan suau hak terhadap orang lain.
2
 
  Dalam pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala 
hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain seperti pembuktian persatuan 
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harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian 
kawin. 
 Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari seorang saksi, 
karena satu orang saksi tanpa ada bukti lain tidaklah dianggap saksi. Suatu 
peristiwa dianggap tidak terbukti kalau hanya didasarkan pada keterangan satu 
orang saksi. 
 Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan secara pribadi 
kepada majelis hakim dalam sidang pengadilan hendaknya apa yang disaksikan 
dan dialami sendiri oleh saksi tersebut dengan menyebut alasan sampai ia 
mengetahui dengan benar suatu peristiwa tersebut. 
 Sebelum para saksi memberikan keterangan di dalam persidangan mereka 
terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama yang dipeluknya. Mengenai 
pengucapan sumpah oleh saksi merupakan kewajiban hukum (legal obligation) 
bagi saksi dikemukakan dalam pasal 1911 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap 
saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan 
dengan sebenarnya.” Dalam praktik, pelaksanaan sumpah terhadap saksi, terdapat 
varisai: kebanyakan dibimbing seorang juru sumpah yang diambil atau ditunjuk 
salah seorang yang bersangkutan. Bagi orang yang beragama Islam atau Nasrani 
selalu dibarengi dengan kitab suci, sedangkan bagi yang beragama Hindu dan 
Budha disesuaikan dengan ucapan agama tersebut. Bagi yang beragama Islam 
sumpah berbunyi “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan 
yang benar dan tidak lain daripada sebenarnya”. Bagi yang beragama Kristen 
sumpah berbunyi.”Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar 
dan tidak lain daripada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya”. Berdiri 
dan mengangkat tangan kanan setinggi telinga serta merentangkan jari telunjuk 





saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut 
pengetahuan saya sebaik-baiknya”. Sedangkan bagi yang berjanji berbunyi “ Saya 
berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada 
yang sebenarnya”. Meskipun dalam Pasal 144 HIR atau Pasal 175 RBG tidak 
mencantumkan perkataan yan wajib, tetapi hanya beupa kalimat; lebih dahulu 
disumpah menurut agamnya (kalimat itu dianggap bersifat imperatife, oleh karena 
itu tindakan tersebut merupakan kewajiban hukum, dan sekaligus menjadi syarat 
formil atas keabsahan saksi sebagai alat bukt).  
 Semua orang yang sehat pikirannya dan telah berusia baliq atau dewasa 
dapat menjadi saksi dan wajib memberikan keterangan kesaksiannya apabila 
diperlukan. Jika enggan dan tidak memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi, 
maka ia dapat: 
1. Dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah telah dikeluarkan untuk 
memanggil saksi. 
2. Secara paksa dibawa ke hadapan dimajelis hakim yang menyidangkan perkara 
yang ada kaitannya dengan saksi itu, 
3. Dimasukan ke dalam penyanderaan. Hal ini menunjukkan bahwa saksi dimuka 
persidangan merupakan suatu kewajiban 
 Orang-orang yang diperbolehkan mengundurkan diri sebagai saksi disebutkan 
dalam Pasal 146 ayat (1) H.I.R, Pasal 114 R.Bg, dan Pasal 1909 alinea 2 B.W, 
atau disebut juga dengan hak ingkar. Orang-orang tersebut di atas, atas 
permintaannya sendiri dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan 
kesaksian. Mereka itu adalah: (1) saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-
laki dan perempuan dari salah satu pihak, (2) keluarga saudara menurut keturunan 
yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri salah satu 





yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, hak mengundurkan diri ini diberikan 
kepada dokter, advokat, notaris, polisi, sepanjang hal itu dipercayakan kepadanya 
untuk merahasiakan. 
 Saksi-saksi yang dipanggil ke muka sidang pengadilan mempunyai 
kewajiban-kewajiban yang menurut hukum, yaitu: (1) kewajiban untuk 
menghadap atau datang memenuhi panggilan dipersidangan, sedangkan dirinya 
telah dipanggil dengan patut dan sah, (2) kewajiban untuk bersumpah sebelum 
memberikan keterangan, sumpah ini menurut ketentuan agamanya dan bagi suatu 
agama yang tidak memperkenankan adanya sumpah maka diganti dengan 
mengucapakan janji, (3) kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar 
sesuai. 
 Dalam hal perkara syikak, ketentuan yang menyatakan keluarga tidak 
boleh didengar keterangannya sebagaimana tersebut diatas, disampingkan oleh 
Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam Pasal tersebut 
dikemukakan bahwa hakim sebelum mengambil keputusan haruslah terlebih 
dahulu mendengarkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang 
yang dekat dengan pihak suami isteri yang berselisih itu. Dalam peraturan 
perundang-undangan tentang hukum acara perdata tidak ada persyaratan mutlak 
untuk diterima sebagai saksi, baik mengenai jenis kelamin, sifat, dan beberapa 
jumlah ideal. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya 
seseorang menjadi saksi, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian ini 
adalah terungkapnya suatu kebenaran dari suatu peristiwa yang menjadi sengketa. 
 Memberi keterangan yang diperlukan oleh hakim merupakan kewajiban 
yang harus dilaksanakan oleh saksi. Bila perlu keterangan itu dapat saling 
dikontrontir dan bila ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus 





langsung melakukan tanya jawab kepada saksi, melainkan Ketua Majelis Hakim 
tanya jawab itu disalurkan. Berdasarkan Pasal 150 ayat (1) HIR, Ketua Majelis 
Hakim dapat menolak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu apabila dianggap 
tidak relevan dengan pokok perkara yang disengketakan. 
 Dalam Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang 
saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. 
Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh 
dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak 
boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutus 
suatu perkara. Hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika piha 
itu hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada alat bukti lainnya. Pada 
dasarnya saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada 
atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil 
yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada 
yang kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus 
dibuktikan kebenarannya dimuka sidang pengadilan 
B. Syarat Sah Saksi dalam Hukum Acara Perdata 
1.Syarat sah formil. 
 Syarat formil saksi dalam Hukum Acara Perdata dapat disederhanakan 
menjadi dua kategori: pertama terkait siapa yang cakap dan tidak cakap untuk 
menjadi saksi dan kedua terkait tata cara dan prosedur  pemberian kesaksian. 
 Pertama, terkait siapa yang cakap dan tidak cakap menjadi saksi. pada 
prinsipnya, setiap orang cakap menjadi saksi kecuali mereka yang dinyatakan 
tidak cakap oleh undang-undang. Pasal 145 H.I.R., Pasal 172 R.Bg dan Pasal 
1910 KUH Perdata menyatakan beberapa orang yang tidak cakap didengar 





a. Pasal 145 H.I.R. menyatakan saksi yang tidak dapat didengar yaitu: 1) 
Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut 
keturunan yang lurus, 2) Suami atau Isteri dari salah satu pihak, meskipun 
sudah ada perceraian, 3) Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah 
cukup umur lima belas tahun, dan 4) Orang gila meskipun ia terkadang-
kadang mempunyai ingatan terang; 
b. Pasal 172 R.Bg. ayat (1) menerangkan mereka yang tidak boleh menjadi saksi 
adalah: 1) Mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus 
karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, 2) Saudara-
saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan 
3) suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai, 4) Anak-
anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun. 
Maksdunya batasan umur menjadi saksi 15 tahun kurang dari itu dianggap 
tidak cakap sebagai saksi, meskipun boleh didengar keterangannya di sidang 
pengadilan, 5) Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan 
pikirannya dengan baik meskipun terang ingatannya, namun tidak memenuhi 
syarat formil dan tidak cakap secara relative sebagai saksi. Mereka ini yang 
tidak cakap sebagai saksi tidak dapat diperiksa sebagai saksi, tetapi boleh 
didengar keterangannya hanya sebagai penjelasan. Saksi yang tidak cakap 
secara relative boleh dan tidak dilarang memberikan keterangan 
dipersidangan, akan tetapi keterangan yang berikan menurut hukum 
kehadirannya tidak sebagai saksi 
c. Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap didengar 
keterangannya adalah; 1) anggota keluarga sedarah dan semenda dari dari 
salah satu dalam garis lurus dan 2) suami ataupun isteri, meskipun bercerai. 





dipenuhi oleh saksi agar cakap didengar kesaksiannya, yaitu saksi harus 
memberikan kesaksian dipersidangan, saksi harus disumpah dalam pasal 1911 
KUH Perdata yan berbunyi “tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya 
atau berjanji akan menerangkan sebenarnya”, saksi harus diperiksa satu 
persatu. Meskipun saksi yang dilaporkan para pihak terdiri dari beberapa 
orang mereka harus dihadapkan dan diperiksa satu demi satu. Tidak boleh 
dihadapkan dan diperiksa secara bersamaan dan waktu yang bersamaan.  
2. Syarat sah materil 
a. Keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, maksudnya keterangan 
saksi harus berdasarkan alasan-alasan yang mendukung atas peristiwa yang 
diterangkan. Seorang saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan 
mengetahui secara langsung suatu peristiwa dari orang lain mengalami dan 
menyaksikan sendiri suatu peristiwa. 
b. Fakta yang diterangkan harus bersumber dari penglihatan, pendengaran, dan 
pengalaman saksi itu mempunyai relefansi dengan perkara yang disengketakan. 
c. Keteranga saksi saling bersesuaian dengan keterangan saksi lain atau alat bukti 
lain. 
3.Kewajiban saksi ada tiga, yaitu: 
a. Menghadiri sidang. 
b. Mengangkat sumpah sesuai agamanya. 
c. Memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan dialami 
4. Saksi yang tertolak menjadi saksi, yaitu: 
a. Saksi yang tidak adil. 
b.Saksi seorang musuh pada musuhnya 
c.Safih (yang lemah akal atau dibawah pengampunan)
3
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d. Saksi seorang ayah (orang tua) pada anaknya atau sebaliknya. 
e. Saksi seorang suami kepada isterinya maupun sebaliknya  
 Terdapat bebarap alasan yang dijadikan dasar untuk menempatkan 
kedudukan orang yang tidak cakap atau dilarang menjadi saksi: 
1. Dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberikan keterangan, 
bahkan dalam memberikan keterangan, bahkan diperkirakan akan bertindak 
subjektif untuk membela dan melindungi keluarganya. 
2. Untuk menjaga terpeliharanya hubungan kekeluargaan yang baik dan 
harmonis sebab apabila keterangan yang diberikannya dianggap merugikan 
kepentingan pihak keluarganya, dapat menimbulkan perpecahan dan dendam 
diantara keluarga yang bersangkutan. 
3. Untuk menghindari timbulnya tekanan bathin bagi saksi setelah memberi 
keterangan, apabila ia memihak atau berbohong. 
 Saksi yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil berarti ia 
mempunyai kekuatan nilai pembuktian bebas. Artinya hakim bebas untuk menilai 
kesaksian itu sesuai dengan nuraninya, hakim tidak terikat dengan keterangan 
saksi karena hakim dapat menyingkirkan keterangan saksi asal dipertimbangkan 
dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat. 
C. Saksi Sebagai Alat Bukti  
Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti 
tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi sama sekali penggugat tidak 
memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau alat bukti 
tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti 
tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan. 
Dengan demikian, sebagaimana kutipan di atas, seorang saksi adakalanya 





1. Kesaksian seseorang dengan kebetulan 
Kesaksian ini adalah keterangan dari seseorang yang melihat, mendengar 
atau mengalami sendiri suatu peristiwa hukum yang harus dibuktikan di muka 
hakim tanpa sengaja didatangkan untuk itu, atau secara kebetulan saksi tersebut 
menyaksikan peristiwa tersebut berlangsung. 
2. Kesaksian seseorang dengan sengaja 
 Orang-orang yang terlalu dekat hubungannya dengan pihak-pihak yang 
berperkara, seperti keluarga sedarah dan ipar laki-laki maupun perempuan, 
sekalipun setelah terjadi perceraian boleh menjadi saksi dalam beberapa perkara 
khusus, yaitu: 
a. Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak. 
b. Dalam perkara-perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, 
pemeliharaan, dan pendidikan seorang anak belum dewasa. 
c. Dalam pemeliharaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan  atau 
pemecah dari kekuasaan orang rua atau perwalian 
d. Dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan. 
Kata saksi jika dilihat dari pengertian terminologi berarti orang yang 
mempertunjukkan, memperlihatkan, sebagai bukti.
4
 Pembuktian dengan saksi 
pada dasarnya diperbolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang 
menentukan lain misalnya tentang persatuan harta kekayaan perkawinan, menurut 
Pasal 150 KUH Perdata. Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan 
apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk 
mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar 
pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan 
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melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan 
kebenarannya di muka sidang pengadilan. 
Saksi sebagai alat bukti adalah sangat kuat karena saksi itu melihat, 
mendengar dan merasa apa yang terjadi (suatu peristiwa), tapi tidaklah semua 
saksi dapat diterima dengan begitu saja tanpa adanya seleksi, maka saksi haruslah 
memenuhi syarat-syarat sebagai saksi, sebagaimana telah dibahas oleh penulis 
pada bab sebelumnya.  
Hadis tentang pembuktian: 
 ُهاَوْعَدِب ُساَّنَلا ىَطْع ُي ْوَل ( :َلَاق ملسو هيلع للها ىلص َّبَِّنَلا َّنَأ اَمُهْ نَع ُهَّلَلا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ٍلاََ ِر ََ اََ َِّ  سَاَ ىَعَّ ََ  ْم                                      
                                                             5 ) ِهْيَلَع ىَعَّدُمَْلا ىَلَع ُينِمَيَْلا ِنِكَلَو  ُْمَلَاَو َْ َأَو  هْيَلَع  قَفَّ تَُ   
Artinya: 
“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda: "Seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan 
mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, namun 
bagi yang didakwa berhak bersumpah." Muttafaq Alaihi” 
Dalam mempergunakan saksi di muka sidang pengadilan agama 
hendaknya kita harus membedakan apakah saksi sebagai syarat hukum ataukah 
sebagai alat pembuktian. Sebab fungsi keduanya berbeda. 
 Misalnya sebagai syarat hukum perkawinan, untuk mebuktikan adanya 
perkawinan. Sedangkan saksi sebagai syarat hukum sebagai alat pembuktian. 
Oleh karena itu, para praktisi hukum di pengadilan agama harus membedakan 
status saksi antara status saksi sebagai syarat hukum agama Islam dengan status 
saksi sebagai alat bukti. 
Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah 
menurut hukum sebagaimana yang disebutkan  dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 
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284 R.Bg harus terbatas pada perisitwa-peristiwa yang dialami,dilihat, atau 
didengar sendiri, dan harus pula disertai dengan alasan-alasan bagaimana 
diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. 
Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan 
oleh orang yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan 
oleh orang yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu, saksi bersangkutan harus 
menghadap sendiri di dalam persidangan tidak boleh mewakilkan kepada orang 
lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis.  
Saksi-saksi yang dipanggil ke dalam sidang Pengadilan Agama mempuyai 
kewajiban-kewajiban menurut hukum: 
1.Kewajiban untuk menghadap ke Persidangan Pengadilan Agama setelah 
dipanggil dengan resmi dan patut menurut hukum  
2. Kewajiban untuk bersumpah menurut agama yang dianutnya, dengan ancaman 
jika tidak mau bersumpah maka dapat ditahan sampai saksi tersebut bersedia 
memenuhinya. 
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar, dengan ancaman jika 
tidak mau, dapat ditahan sementara sampai saksi tersebut bersedia memberikan 
keterangan yang benar. Jika saksi yang dipanggil memberikan keterangan tidak 
benar setelah disumpah, maka dapat dituntut karena telah melakukan atau 
melaksanakan sumpah palsu. 
Pembuktian sangatlah penting dimuka sidang pengadilan, dan eksistensi 
saksi dalam suatu Persidangan dinilai sangat membantu hakim dalam mengambil 
suatu keputusan, karena kesaksian itu “kepastian yang diberikan kepada hakim di 
persidangan tentang suatu peristiwa yang dipersengketakan”.6  
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Pembuktian dalam sidang pengadilan merupakan hal terpenting dalam 
hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain 
berdasarkan pembuktian. Hukum pembukian termasuk dalam Hukum Acara. 
Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas 




Eksistensi  saksi dalam memberikan kesaksian merupakan alat bukti yang 
wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangkan itu berasal 
dari pihak ketiga yang melihat/mengetahui sendiri tentang yang bersangkutan. 
Pada umumnya pihak ketiga lebih obyektif di dalam memberikan keterangan dari 
pada pihak yang berperkara, para pihak yang berperkara pada umumnya akan 
mencari benarnya sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan pula akan betapa 
pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak 
dari peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti 
tertulisnya, sehingga kesaksian hanya merupakan satu-satunya alat bukti yang 
masih ada atau tersedia. 
 Pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang 
terpenting dalam suatu perkara yang disidangkan, suatu kesaksian harus mengenai 
peristiwa-peristiwa yang ia lihat dengan mata kepala sendiri atau yang dialami 
oleh seorang saksi. Jadi tidak dibenarkan bagi saksi memberikan kesaksiannya 
berdasarkan pendengaran saja dari orang lain, atau merupakan kesimpulan yang 
ditarik sendiri dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, sebab hanya hakim 
yang  berhak menarik kesimpulan dari peristiwa hukum yang terjadi antara pihak-
puak yang berperkara. 
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 Walaupun eksistensi saksi dalam suatu persidangan dipandang sangat 
penting, namun ia tidak bersifat mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk 




Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti 
tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi: 
a. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan 
dalil gugatan atau 
b. Alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena 
alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian 
tulisan. 
Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang ditempuh penggugat 
untuk membuktikan dalil gugatannya, ialah dengan jalan menghadirkan saksi-
saksi yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang 
diperkirakan.  
Seperti halnya yang sudah dijelaskan diatas alat bukti keterangan saksi 
yang mempunyai syarat formil dan materil. Apabila salah satu syarat mengandung 
cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah. Sekiranya syarat formil terpenuhi 
menurut hukum, tetapi salah satu syarat materiil tidak lengkap ataupun sebaliknya 
dapat mengakibatkan saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti.  
Yang diperlukan dalam memberi hukum ialah bukti-bukti yang 
mengungkapkan kebenaran dan menjelaskan pihak yang benar, dan ini dapat 
dipegang dengan kenyataan benarnya dan kepercayaannya saksi tidak lain.  
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D. Kedudukan Non muslim Menjadi Saksi Menurut Hukum Acara Perdata 
 Salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian adalah saksi. Dalam 
pemeriksaan saksi berlaku asas umum, bahwa hakim tidak boleh menerima suatu 
hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar 
tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemeriksaan 
perkara perdata hakim harus berpegang kepada patokan bahwa sesuatu hal 
meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu 
belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi itu 
terhadap segala hal yang disampaikannya 
 Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari seorang saksi, 
karena seorang saksi, tanpa ada alat bukti lain tidaklah dianggap saksi. Artinya 
suatu peristiwa  dianggap tidak terbukti kalau hanya didasarkan pada keterangan 
satu orang saksi. Agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian, 
maka keterangan satu orang saksi itu haruslah dilengkapi dengan alat bukti lain 
seperti surat-surat, pengakuan dan sumpah salah satu pihak. 
Bahwa yang diperlukan dalam memberi hukum ialah bukti-bukti yang 
mengungkapkan kebenaran dan menjelaskan pihak yang benar selain itu untuk 
mengadakan tindakan hukum dan memberi petunjuk untuk memilih yang lebih 
utama di dalam mempercayai. 
Adapun mengenai kesaksian mereka mengakibatkan hakim memberi 
hukum berdasarkan kesaksian kafir, memang hakim itu harus memberi hukum 
menurut yang benar apabila nampak bukti yang benar 
  Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia disebutkan bahwa barang siapa 
yang  mengakui mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk 
menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu 





 Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam bidang hukum 
pembuktian. Pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut 
hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang sesuatu 
peristiwa atau hubungan hukum. 
 Persaksian yang diberikan oleh non muslim adalah merupakan suatu 
pembuktian yang mana kesaksian yang diperoleh hanya dimungkinkan dengan 
saksi non muslim, karena pertimbangan ketidakadanya saksi lain yang beragama 
Islam. 
 Setiap saksi yang memberikan kesaksiannya di depan hakim hendaknya 
memperoleh jaminan keamanan baik, jiwa, harta dan kehormatannya. Karena 
setiap saksi dipandang wajib bagi setiap orang yang memiliki pengetahuan akan 
perkara yang ia ketahui secara pasti tentang kebenaran tersebut. Sehingga dengan 
adanya kesaksian dari saksi, baik kesaksian non muslim tehadap muslim tersebut 
diharapkan akan terungkapnya suatu kebenaran. 
  Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUH 
Perdata yang berbunyi “pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam 
segala hal yang tdak dikecualikan oleh undang-undang”. Menjadi saksi dalam 
perkara perdata merupakan kewajiban hukum yang harus ditaati setiap orang yang 
yang cakap (competent) dan sekaligus dapat dipaksa (compellable) menjadi saksi 
sehingga dapat dihadirkan dengan paksa oleh alat kekuasaan negara. 
  Hukum Acara Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari 
suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, yang menarik kesimpulan ini adalah 
hakim atau undang-undang. Satu persangkaan saja tidak cukup untuk 





sama lain saling berhubungan/saling menutupi. Oleh karena itu hakim harus 
berhati-hati dalam  menarik kesimpulan tersebut.
9
 
  Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur 
bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. 
Hukum acara perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur 
bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata terhadap pengadilan 
perdata, dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan 
terhadap subjek hukum.  
  Hukum Acara Perdata bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim 
sendiri sehingga akan tercipta suasana tertib hukum di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Peradilan memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum 
untuk mempertahankan hak-haknya sehingga mencegah perbuatan main hakim 
sendiri dan perbuatan sewenang-wenang.
10
 
Dalam hal membuktikan suatu peristiwa yang terjadi antara orang-orang 
yang berperkara atau lebih dikenal dengan istilah pihak-pihak yang  berperkara 
maka dalam Hukum Acara perdata dikenal adanya asas hukum pembuktian yang 
di dalamnya terdapat saksi sebagai salah satu unsur pembuktian dan merupakan 
pelengkap terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh penggugat, karena 
pembuktian itu sendiri sebagaimana yang dimaksud kitab undang-undang hukum 
perdata pasal 1856 BW bahwa : 
“Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna 
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain atau 
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menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau 
peristiwa tersebut”.11 
  Ini merupakan petunjuk bahwa setiap perkara dalam kasus perdata, yang 
dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara diharuskan memberikan 
pembuktian yang nyata dan jelas. 
Syarat keIslaman sebagai syarat umum yang ditetapkan fuqaha. Pada 
perinsipnya, seorang non muslim tidak boleh menjadi saksi terhadap orang 
muslim. Namun dalam situasi tertentu seperti tidak adanya saksi selain non 
muslim tersebut, maka menurut Imam Ahmad, itu dapat di terima. 
Adapun pendapat sebagai ulama menyebutkan kesaksian seorang non 
muslim terhadap orang Muslim tidak dibolehkan dalam urusan atau perkara yang 
termaksud hukum keluarga (ahwal asy-syakhshiyah), seperti ditunjuk dalam Q.S. 
al-Thalaq (65): 2 tetapi diperbolehkan kesaksiannya dalam perkara perdata selain 
dari itu. 
                        
                               
           
Terjemahannya: 
“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan 
baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang 
saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena 
Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada 
Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
Mengadakan baginya jalan keluar”.12 
Dalam pasal 195, 199 dan 206 bab V tentang wasiat saksi disyaratkan 
harus dua orang saksi. Disini menunjukkan bahwa saksi dapat saja beragama lain 
selama peristiwa tersebut disaksikannya sendiri atau dialami secara pribadi. 
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 R. Subketi dan R. Tjitrosudibo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Cet. 35; 
Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 419. 
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Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa persaksian non muslim dapat 
dibenarkan selama hal tersebut tidak menyangkut masalah pernikahan, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dalam praktek perdata kesaksian nonmuslim dibenarkan 
Islam dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian di pengadilan agama. 
Adapun hal-hal atau kasus-kasus yang dapat melibatkan non muslim 
dalam persidangan menurut hukum Islam yaitu menyangkut masalah keperdataan 
dan menyangkut masalah Qadhaan. 
Kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa banyak pejabat negara 
Indonesia ini tidak seluruhnya muslim, dari tingkat pusat sampai ke tingkat 
desa/kelurahan banyak yang non muslim. 
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam arus globalisasi dunia saat 
ini kehidupan masyarakat menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi 
pembauran, terutama dalam bidang ekonomi, komunikasi dan informasi, 
ketenagakerjaan dan juga pemukiman. Dalam keadaan seperti ini bukan suatu hal 
yang mustahil akan terjadi kontak langsung diantara mereka dalam berbagai hal 
untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Akibat dari kontak langsung ini 
sering terjadi berbagai masalah yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh 
pengadilan agama. 
Dalam pemeriksaan di  persidangan Pengadilan Agama sering dijumpai 
bahwa kasus-kasus tersebut memerlukan bantuan pihak lain, seperti pembuktian 
yang akan disampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam. Visum dokter 
yang dibuat oleh dokter yang bukan beragama Islam, atau bukti-bukti lain yang 
berkaitan langsung dengan orang nonmuslim. 
Apabila para hakim tetap berpegang kepada  kitab-kitab fiqh tradisional, 





penyelesaiannya. Dan apabila saksi nonmuslim tidak diterima tentu salah satu 
diantara mereka ada yang dirugikan. 
Saksi non muslim baik berupa keterangan saksi maupun akta otentik dapat 
diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa 
atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Hal-hal yang disaksikan itu 
adalah hal yang bersifat Qadhaan bukan hal yang  bersifat  dinyatakan atau hal 
yang telah diatur oleh aturan agama Islam seperti peristiwa pernikahan. 
Dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata tidak 
ada persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik jenis kelamin, 
sifat. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang 
menjadi saksi, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian adalah 
terungkapnya suatu kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara pihak 
dimuka majelis hakim, dengan hal tersebut keadilan dan kebenaran dapat 
ditegakkan. 
  Pada ayat-ayat yang dikemukakan untuk dua orang saksi dan ayat-ayat 
itu untuk mengadakan saksi waktu mengadakan tindakan hukum dan memberi 
petunjuk untuk memilih yang lebih utama di dalam mempercayai dan bukan 
kesaksian itu waktu diberi hukum. 
E. Analisis Status Saksi Non Muslim di Perdilan Agama Perbandingan Ibnu 
Qayyim dan Hukum Acara Perdata. 
Beracara di Pengadilan Agama dengan menggunakan alat bukti saksi 
terdapat pengaturan khusus, yaitu: saksi harus beragama Islam, karena dalam 
Peradilan Agama adalah khusus menangani perkara tertentu bagi orang-orang 






Setiap lembaga peradilan mempunyai tugas dan kekuasaan yang berbeda. 
Seperti halnya Pengadilan Agama yang mempunyai kekuasaan absolut untuk 
menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-
perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan  
hukum dan keadilan 
Dikalangan fuqaha (ahli fiqh), terjadi perselisihan pendapat tentang 
kesaksian non muslim terhadap muslim, ada yang menolak, ada yang 
membolehkan. Yang menolak secara mutlak saksi non muslim berpendapat bahwa 
saksi non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana dalam QS. 
An-Nisa(4):140 yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Mereka mengemukakan 
bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan 
orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah swt menyifatkan mereka 
sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak 
dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk 
menghukum dengan kesaksiannya yang dusta, dan fasik sedang orang Islam tidak 
boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir dan tidak berhak menjadi saksi 
sesama mereka, kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan 
memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam 
melarang yang demikian. Namun dalam dasar kesaksian yang mepersaksikan non 
muslim sebagai saksi dapat diterima dengan alasan apabila mereka dapat memberi 
kesaksian dan saksi-saksi itu benar dan tidak ada tanda-tanda kedustaan, maka itu 
dapat diterima demi menghidupkan kebenaran. Selain itu mengenai sifat dusta, 
fasiq dan kekufuran yang dapat menghalangi kesaksian yang disebutkan Allah 
swt. maka itu ditinjau dari aqidah. Karena sifat-sifat yang mulia dianjurkan oleh 





Satu implikasi serius dari hal ini adalah, jika seorang Muslim telah 
melakukan sebuah pelanggaran yang serius terhadap sesamanya Muslim, dan 
hanya disaksikan oleh seorang Dhimmi (warga negara yang non muslim), maka 
pengadilan akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kasus itu oleh karena 
kesaksian kaum Dhimmi tidak dapat diterima kesaksiannya. Apabila tidak 
dibenarkan. Adapun tetap berpegang pada fiqh-fiqh tradisionl, maka sudah barang 
tentu kasus-kasus akan mengalami hambatan dalam penyelesaiannya dan yang 
berperkara akan dirugikan dengan hal tersebut. 
Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi’i menolak kesaksian non 
muslim secara mutlak, kecuali dalam hal darurat seperti dokter yang kebetulan 
non muslim. 
Kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam pelaksanaan Hukum 
Acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan Hukum Acara yang 
berlaku di Pengadilan Umum, namun ada penambahan pada hal-hal pokok saja. 
Dalam peradilan Islam di Pengadilan Agama menurut kebanyakan ahli Hukum 
Islam bahwa seorang saksi itu mutlak harus beragama Islam dalam hukum acara 
peradilan Islam. 
Salah satu alat pembuktian dalam hukum acara adalah keterangan saksi, 
keterangan saksi diperlukan umtuk menguatkan suatu gugatan untuk 
menghasilkan keputusan yang tepat.  
Ibnu Qayyim seoarang Ulama besar dan merupakan ulama kontemporer 
yang menganut mazhab Hambali, namun tidak sedikit pandangan fikih beliau 
tidak sama dengan hasil ijtihad Ahmad bin Hambal. Ibnu Qayyim berpendapat 
kesaksian merupakan sebagian dari al-bayyinah (sesuatu yang menjelaskan). Ibnu 
Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non 





sebagai ulama kontemporer dimana saat ini masyarakat bergaul dan bercampur 
baur dalam suatu lingkungan yang memungkinkan kehadiran saksi non muslim 
sebagai saksi. Yang terpenting persaksian dapat mengungkapkan tabir yang 
mengungkapkan kebenaran. Adakalanya dari yang bukan Islam dan dapat dijamin 
kepercayaannya, maka dalam hal ini dapat diterima. Walau menurut pandangna 
Ibnu Qayyim kesaksian non muslim dalam Peradilan Agama dalam Pengadilan 
tidak lepas dari tetap berpedoman dalam al-Qur’an dan As-Sunnah, serta 
ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah fiqhiyah dan kenyataan kondisi yang hidup 
dalam masyarakat, maka kesaksian non muslim menurut Ibnu Qayyim dapat 
diterima sebagai alat bukti dalam Persidangan majelis hakim Pengadilan Agama. 
Keterangan saksi membutuhkan aturan yang tetap khususnya bagi Peradilan 
Agama, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam memutuskan perkara oleh Hakim. 
Hukum Acara Perdata bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim 
sendiri sehingga akan tercipta suasana tertib hukum di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Saksi non muslim baik berupa keterangan saksi maupun akta 
otentik dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya 
menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Dalam 
peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata tidak ada 
persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik jenis kelamin, sifat. 
Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi 
saksi, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian adalah terungkapnya suatu 
kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara pihak dimuka majelis 
hakim, dengan hal tersebut keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. 
Berdasarkan hal itu, dapatlah dibenarkan saksi-saksi yang bukan muslim 
dalam bidang perdata. Ringkasnya seorang saksi tidak harus seorang muslim, tapi 





jujur, dan dapat adil. Menurut Hukum positif bahwa keterangan saksi yang beda 
agama tidak disebutkan secara terperinci hanya menyebutkan bahwa saksi itu 
harus yang menyaksikan kejadian tersebut.  
Jika saksi non muslim tidak dapat diterima maka para pencari keadilan 
akan dirugikan dengan hal tersebut. Artinya keterangan saksi harus diterima 
karena keterangan saksi merupakan upaya untuk mengungkapkan kebenaran dari 
suatu peristiwa. 
Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang dipakai oleh 
Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian perkara yang menjadi 
kompetensinya. Karena peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan yang melakukan 
pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara menurut peraturan yang berlaku. 
Dapatlah dilihat bahwa tidak ada yang melarang diterimanya kesaksian 
orang non muslim terhadap orang Islam mengenai hal-hal yang biasa berlaku 
diantara mereka saja, baik mengenai mu’amalat maupun jinayat, dan tidak 
disyaratkan pada saksi lebih dari dapat disetujui, adil dalam ucapannya, dan ini 









Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya yaitu tentang Status Saksi 
Nonmuslim di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara 
Perdata , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1.  Peradilan Agama memiliki landasan yang sangat kuat secara filosofis, ia 
dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum didalam 
kehidupan dan keadilan dalam pergaulan hidup masyarakat yang merupakan 
perwujudan kepada Tuhan. Sedangkan secara yuridis, merupakan sebagian supra-
struktur poltik dalam kehidupan bernegara. Dan secara historis merupakan mata 
rantai peradilan Islam yang berkembang sejak zaman Rasulullah saw. dan secara 
sosiologis, lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari 
intesitas kebudayaan peradilan Islam. Ketentuan di Pengadilan Agama sama 
dengan kentuan yang ada di Pengadilan Umum, namun ada penambahan pokok-
pokok terntentu saja. Non muslim adalah dipahami penggabungan dua kata kata 
yakni non dan muslim. Kata “non” mengandung makna bukan atau tidak 
sedangkan muslim orang yang bukan yang bukan beragama Islam. Adapun non 
muslim sebagai pembeda pemeluk agama Islam. Kehadiran saksi-saksi non 
muslim untuk menyaksikan suatu peristiwa dan kejadian dalam kaitannya dengan 
hukum pembuktian adanya unsur saksi sebagai alat bukti. Banyak kalangan atau 
ulama berbeda pendapat tentang status saksi non muslim terhadap orang muslim 






yang dinukilkan membolehkan kesaksian dokter yang bukan Islam dalam keadaan 
darurat.. Didalam Hukum Acara Peradilan Agama, hakekat saksi adalah sebagai 
alat bukti dari suatu perkara. Dengan memenuhi syarat dan dasar hukum saksi, 
maka kesaksian dari seorang saksi dapat layak menjadi pertimbangan seorang 
hakim untuk memutuskan suatu perkara dengan menggunakan saksi sebagai alat 
bukti dalam persidangan majelis hakim Peradilan Agama. 
2. Ibnu Qayyim merupakan Imam besar. Seorang Imam Sunni, cedikiawan, dan ahli 
fiqh. Selain itu beliau ahli tafsir, hadis, penghafal al-Qur’an, ahli ilmu nahwu, ahli 
ushul, sekaligus seorang mujhtahid yang sangat menonjol dalam ragam ilmu-ilmu 
Islam, mazhab dan seorang ahli fatwa. Membicarakan saksi non muslim sebagai 
saksi di Peradilan Agama bahwa kesaksian itu merupakan sebagian dari bayyinah 
yaitu sesuatu yang menjelaskan. Ibnu Qayyim mengemukakan penolakan saksi 
non muslim harus ditinjau kembali dalam era globalisasi dimana saat ini 
masyarkat hidup berbaur. Dapat diterima kesaksian non muslim dalam masalah 
darurat yang dikehendaki, baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim. 
Dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai dalam al-Qur’an dan As-Sunah, serta 
ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kaidah fiqiyah dan kenyataan kondisi 
yang hidup dalam masyarakat, maka kesaksian non muslim  kepada muslim baik 
berupa alat bukti dalam saksi maupun akta autentik dapat diterima sebagai alat 
bukti dan mengungkap tabir kebenaran 
3. Hukum Acara Perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur 
bagaimana cara mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum dengan 
perantara hakim. Sesuai dengan perkembangan zaman di era globalisasi sebagai 






alat bukti dalam proses peradilan di Pengadilan Agama. Walau dalam prinsipnya 
seorang non muslim tidak boleh menjadi saksi. Namun, dalam situasi tertentu 
seperti tidak adanya saksi selain non muslim tersebut maka menurut Hukum 
Acara Perdata di Peradilan Agama dapat diterima sebagai alat bukti bukan 
sebagai syarat hukum Islam. Saksi lebih dari dapat disetujui, adil dalam 
ucapannya, dan ini tidak tercegah terdapat pada orang non-muslim.  Hukum acara 
yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di 
Pengadilan Umum maka tidak menutup kehadiran saksi non muslim di 
Pengadilan Agama. Dalam Hukum Acara Perdata tidak mensyaratkan agama 
seorang saksi harus lslam, sedangkan dalam Hukum Islam agama seorang saksi 
harus Islam. Walau beberapa ahli fiqh (fuqaha) menolak kesaksian non muslim, 
tetapi dalam perkara di Pengadilan Agama yang mengkhususkan menyelesaikan 
perkara-perkara khusus beragama Islam menurut Ibnu Qayyim dan Hukum Acara 
Perdata kesaksian non muslim dapat diterima di Pengadilan Agama sebagai alat 
bukti untuk menyelesaikan, menegakkan keadilan dan menghindari kerugian yang 












   Saksi non nmuslim itu bukan menimbulkan permasalahan sosial baru tetapi 
berupaya untuk menyelesaikan atau mengurangi problem sosial yang terjadi di 
masyarakat. Sesuai dengan perkembangan zaman di negara ini bukan hanya dihuni 
orang yang beragama Islam saja, tetapi ada juga yang keragaman agama yang tinggal 
dinegara ini. Saksi nonmuslim dapat membantu memberikan kesaksian terhadap 
orang Islam baik di Pengadilan Agama sebagai alat bukti begitu pula di Hukum Acara 
Perdata yang tidak mensyaratkan seseorang untuk beragama Islam. Asalkan 
memenhui syarat sebagai seorang saksi seperti adil, dewasa, berkata jujur, dan waras. 
Untuk mencapai keadilan bertujuan untuk menyingkap tabir yang menutupi tabir 
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